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ABSTRAK 
lJPA\'A BA DAN PENGELOI~A PERBA.rASAN PRO,rlNSJ K1':PLJl,AllA~ 
RIAU DALAM M•;NJAGA KEDAlTLATAN NKRI 
(Studi Kasus Pada Penyelundupan Barang) 
Akbar 
1lkbar.thahir(Q_~gmail.com 
Program Pa.,ca Sarjana 
Universitas Terbuka 
Sebagai salah satu wilayah yang berada di perbatasan antar negara, 
Kepulauan Riau 111emiliki berbagai tantangan. Tantangan yang pahng n1enonjo! 
yaitu adanya kesenjangan ekonon1i antara petnerintah Indonesia dengan pen1erintah 
tetangga. Kesenjangan ekono1ni ini 1nenyebabkan berbagai ke1nungkinan 
diantaranya kegiatan-kegiatan perdagangan ilegal. Penjualan barang-barang 
kebutuhan seperti perabot rutnah tangga, pakaian, n1akanan sering te1jadi akibat 
adanya kesenjangan tersebut. Untuk meminimalisir praklek-prakiek ilega1 tersebut 
Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Kepulauan Riau telah inelakukan berbagai 
upaya diantaranya c:dalah ineningkatkan keamanan. Setiap barang yang masuk ke 
wilayah Kepulauan lliau diperiksa keabsahannya baik dari sisi bahan bu.rungnya 
hingga pada kelengkapan doku1nen-dokumen pendukungnya. f)isa1nping 
111elakukan veriftkasi a:as masuknya barang-barang i1npor. Badan Pcngololu 
Perbatasan juga telah melakukan sinergi dengan stakeholder lainya khususnya 
dalam hidang infrashllktur. Penyamaan visi dan misi serta 1nengintensifkan 
koordinasi dengan instansi lain serta melaksanakan on board (patroli bersan1a) 
Kata Kunci: Upaya BPP, Penyelundupan, Barang-barang illegal 
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ABSTRACT 
llPA YA BADAN PENGELOLA PERBATASAN PROVJNSJ KEPULAUAN RIAll 
DALAM MENJAGA KEDAULAT AN NKRI 
(Studi Kasus Pada Penyelundupan Rarang) 
Akbar 
a kb:i r. thah ir(U:gn1a ii.corn 
Graduate Studies Prograin 
Indonesia Open University 
Hur1/ering tJ11th 11eighhor countries tnukes J?iau Island provincefGces several tle_fiance. (Jne 
olthc 111ajor de_fiance 111ent1011ed he.fiJre 1s !he existence (?f.econon1ic gap bern:een the (Jovernn1ent 
oj'Jndonesia 'K'ith the neighboring Govemn1ent. This gap causes various iliegaf activities such as 
smuggling o.f good.'·;, home jUrnishings, clothing, and./Ood. To prevent those illegal activities, the 
Bord'Jr Management AgenLy (EPP) oj'Riau Island.~· has tlone several effOrts. 1he main a/tempt is 
to exan1ine the validity goods rnaterials and /heir supporting drJcumenrs. Another attempt is to 
conduct a cooperation with other stakeholders involving in border management issues. This 
cooperarion is i111p/emented h.v har1nonizing all stakehoirler vision and n1ission and do joint patrol 
not only on the land but also on the sea. 
Key words: },_[fort BfJP, sniuggling, illegal activ1t1es 
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BABV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Karakteristik Respoden 
Untuk rnengetahui bagai1nana pengelolaan perbatasan di Provinsi 
Kcpulauan Riau, peneliti n1elakukan wa\vancara dengan berbagai pihak. 
Pihak-pihak tersebut 1nenurut subjektifitas peneliti merniliki pe1nahan1an, 
pengala1nan dan pengetahuan yang cukup untuk me1nberikan info1n1asi 
seputar pcngelolaan perbatasan. Selain peneliti 1nerupakan bagian dari pelaku 
atau pelaksana tcknis pengclolaan perbatasan, peneliti juga sering 
berkomunikasi dan sekaligus berkoordinasi dengan pihak-pihak tersebut 
schingga sangat 1nemahami tugas pokok dan fungsi dari masing-masing. 
Pihak-pihak yang peneliti wawancara memiliki kewenangan serta 
kemampuan untuk me1nberikan ga1nbaran yang luas untuk menjelasan hal·hal 
yang terkait dengan tema penelitian yaitu pengelolaan perbatasan di Provinsi 
Kepulauan Riau. Adapun responden yang peneliti wawancara berikut 
backround yang menjadi pertimbangan peneliti adalah sebagai berikut; 
l. Indah Srie Purwatiningsih, merupakan Kepala Bidang Pengelolaan 
Batas Negara pada Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten 
Kepulauan Anambas. Indah menduduki jabatan sebaagai kepala 
Bidang Pengelolaan Batas negara selarna 4 tahtin terakhir. 
2. Hendry Andysoma, merupakan Kepala Bidang Pengelolaan Batas 
Negara Dan Infrastruktur Kawasan pada Badan Pengelola 
Perbatasan Kabupaten Natuna 
112 
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3. Dian Ardiansyah lzhar, merupaka11 Kcpala Bidang Pengclolaan 
Potensi Kawasan pada Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten 
Kepulauan Ana1nbas 
4. David Hastiasi, Kabid I Operasi pada Badan Kean1anan Laut 
de11gan pangkat Lctnan Kolonel. Da\1id bertugas di Baka1nla sejak 
2015 dan sering ikut serta dalam melaksanakan patroli dilaut baik 
secara 1nandiri yang dilakukan oleh Bakatnla rnaupun patroli yang 
dilakukan secara bersama-sa1na (on Boath) dengan pihaak laainya. 
5. Haris, tnerupakan Polisi yang bertugas di Satuan lntelkan1 
Kepolisan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. la bertugas di Polda 
Kepri dan intens terkait berkaitan dengan perbatasan. 
6. Febra, petugas Bea Cukai di Tanjungpinang. Febra bertugas di 
Kantor Bea Cukai sejak 2010. Febra sering melakukan patroli 
bersama-sama dcngan BPP Provinsi Kepulauan Riau 
7. Amov, Kepala Bidang Pengelolaan Infrastruktur Badan Pengelola 
Perbatasan Kabupaten Kepulauan Anambas 
8. Zulaihi Ahmad, Tokoh Masyarakat Kecamatan Scrasan Kabupaten 
Natuna. 
9. Suprapto, merupakan Ketua Kornunitas Merah Putih, sebuah 
organ1sas1 kemasyarakatan yang konsen dala1n rnelakukan 
pembcrdayaan masyarakat yang ada di daerah perbatasan 
Kepulauan Riau. 
10. AKP Haris J. Lambey, Ditpolair Babinkarn Polda Kepu\auan Riau. 
113 
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Pihak-pihak yang di\Va\vancara tersebut 1nenurut peneliti 1ne1niliki 
kewenangan serta ke1nan1puan untuk 1nen1berikan penjelasan terkait dcnga11 
pengelolaan pcrbatasan di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dala1n 
menjaga kedaulatan NKRI. 
B. Upaya Badan Pengclola Pcrbatasan Provinsi Kepulauan Riau Dalam 
!\1enjaga Kedaulatan NKRl 
Untuk 1nengetahui hagaitnana upaya-upaya pengelolaan perbatasan di 
Jlrovinsi Kepulauan lliau yang dilakukan olch Ballan Pcngelola Perbatasan, 
maka peneliti melakukan \Va\vancara dengan berbagai pihak. Wa\vancara 
tidak hanya dilakukan di internal BPP saja, tetapi juga dilakukan kepada 
beberapa pihak terkait yang n1e1niliki kewenangan dala1n pengelolaan 
pcrbatasan atau memiliki irisan tu gas dengan BPP. Hal ini bertujuan untuk 
mengkontirrnasi apakah inforrnasi yang diperoleh dari BPP memiliki 
kesamaan atau ke1niripan informasi dcngan instansi yang memiliki 
kewenangan dala1n pengelolaann kawasan perbatasan lainya. 
Dalam melakukan petnbahasan data-data yang diperoleh, peneliti 
mengklasifikasikan hasil penelitian ini 1nenjadi beberapa bidang diantaranya : 
(1) bidang penegakan hukum, (2) bidang keuangan, (3) bidang sumberdaya 
mant1sia dan (4) bidang infrastn1klur. Ke-cmpat bidang ini menurul peneliti 
sangat vital untuk melihat bagaimana upaya Sadan Pengelola Perbatasan 
Provinsi Kepulauan Riau dalam 1nenjaga kedaulatan karena keempat bidang 
ini merupakan hal yang dasar dalam berjalannya upaya pemberantasan 
penyeludupan barang, yaitu bidang penegakan hukum tentunya berhubungan 
dengan aturan - aturan yang berlaku, bidang keuangan merupakan dasar dari 
pemenuhan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan, bidang sumberdaya yang 
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terkait pada kema1npuan petugas dala1n menjalankan tugas pokok dan 
fungsinya serta bidang intfastruktur yang 1ncrupakan pendukung dari 
pelaksanaan kegiatan. Berikut akan diuraikan bagaimana BPP Provinsi 
Kt.."J)ulauan Riau 1nenjaga kedaulatan NKRI dan perbatasan 1nelalui e1npat 
bidang tcrsebut; 
I. Bidang Penegakan Hukun1 clan Kcbijakan. 
Hasil \Va\vancara yang dilakukan kepada Polda tcrkait clengan 
pcncgakan huku1n khususnya tcrkait dcngan 1naraknya pcnyclundupan 
barang adalah <lengan 1nelakukan kerjasama dan sinergi antar lintas 
instansi. Hal ini scbagaimana yang dikatakan oleh Haris J Lambey, 
Kasubdit Polda Kepri pada tanggal 21April2016 di Batam: 
"Oke dengan instansi-instansi lain, kita mencipatakan sinerg1 yang 
mengarah pada penegakan hukum dan perurnusan kebijakan yang 
perlu rnemiliki satu visi dan rnisi yang sarna.Penyelundupan barang ini 
rnenjadi salah satu perhatian Bapak Kapolri, khususnya kalau di 
Batam ini Bapak Kapolda untuk melaksanakan pencegahan bahkan 
juga rnelaksanakan tindakan-tindakan prefentif agar tidak ada lagi 
penyelundupan barang yang masuk ke wilayah Kepri. Disamping itu 
dengan instansi lain kita sering berkoordinasi bersarna, dalam satu 
bulan rnini1nal sekali kita duduk bersarna untuk 1nelaksanakan 
koordinasi. Instansi lain tersebut seperti Bea Cukai, Angkatan Laut, 
dan Bakarnla. Koordinasi dan kerjasama ini adalah upaya bagairnana 
kita rnelakukan pencegahan agar meminimalisir penyelundupan 
barang rnasuk ke wilayah Kepri ini tidak lagi terjadi". 
Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak Polda hah\va 
upaya penegakan hukurn dan perumusan kebijakan telah dilakukan guna 
menciptakan sinergi antar lintas instansi yaitu dengan Bea Cukai, TNI-AL 
dan juga dengan Sadan Kearnanan Laut (BAKAMLA). Kerjasarna dan 
saling koordinasi dalam hal penegakan hukurn dan perurnusan kebijakan 
kebijakan adalah upaya untuk menyamakan tujuan sehingga masing-
masing instansi rnerniliki visi dan rnisi yang sama. Sejalan dengan apa 
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yang dilakukan oleh Polda. peneliti 1nengkonfinnasi pemyataan pihak 
Polda terkait dengan sinergitas yang telah dilakukan dengan instansi lain 
salah satunya adalah dengan pihak Bakru.nla.Wawancara dilakukan kepada 
David Hasfiadi, Kasubdit Patroli Kea1na11an Laut yang mewakili Baka1nla. 
Menurutnya terkait dengan adanya ke1jasama dengan penegak huku111 ini 
dengan 1ncngatakan bahwa: 
"Upaya Sinergitas yang dilakukan bakan1la selama ini yaitu dengan 
n1claksanakan patroli bcrsarna dala1n satu kapal. Jadi dala1n satu 
kapal itu terdapat beberapa orang yang 1newakili instansi 1nasing-
1nasing. Setclah scmuanya on boarcl dalam kapal tersebut, ka1ni 
1nclaksanakan cstalabis lokasi kcmudian kami melaksanakan eek 
kornunikasi yang berjalan dipusat dari sini menuju kapal rnasing-
masing, kernudian pada saat kapal berhenti, kami kembali meng on 
board kan (mcnaikaan) satu orang lagi dari le1nbaga sandi Negara. 
Selanjutnya 1nereka membawa peralatan dari kantor dan kernudian 
pengiriman beritanya itu dala1n bentuk encrypt. Dengan demikian 
maka tidak bisa dari instansi lain metnbuka berita itu karena sifatnya 
berita yang digunakan dalam telegram nanti bersifat rahasia, maka 
pengiriman dan penerimaanya di encrypt" 
Selain patroli yang dilaksanakan bersama antara Polda dan Bakamla, 
Bea Cukai juga dilibatkan dalarn patroli ini. Hal ini guna menjalin sinergi 
dalam penegakan hukum dan pe11ga1nbilan kebijakan yang lebih lanjut. 
Guna mengkroscek informasi dari pihak Podla dan Bakamla, peneliti 
kembali melkukan wawancara dengan pihak Bea Cukai. Pada saat akan 
melakukan wawancara, peneliti diarahkan untuk melakukan wawancara 
kepada Kepala Seksi Penindakan dan Pcnyidikan pada Kantor Pengawasan 
dan Pelayanan Bea Cukai Tanjungpinang. Terkait dengan penegakan 
hukum dan pengambilan kebijakan lebih lanjut, Kepala Seksi mengatakan: 
" kalau bicara tentang penegakan hukum, Bea Cukai mengacunya 
kepada Undang-Undang NomorlO tahun 1995 tentang Kepabeanan 
yang telah diperbaaharui menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 
2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
1995 Tentang Kepabeanan. Dalam UU 10/1995, terdapat 2 
kategori hukuman bagi penyelundup, pertama hukum pidana dan 
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kedua hukun1 yang bersifat dengan sanksi, baik sanksi ad1ninistrasi 
atau sanksi denda maupun sanksi lainnya. Pertanyaannya adalah 
hukum apa yang berkaitan dengan penyeludupan barang? Jika terkait 
<lengan pcnyelundupan barang 1naka 1ncngacunya adalah pada pas<1l 
I 02, I 03 sampai dengan pasal I 05 UU Kepabeanan. Dal am pasa\ I 02 
dinyatakan bahwa barang-barang yang berasal dari luar negeri yang 
masuk ke wilayah (Indonesia) Tanjungpinang dalatn ha] ini disebut 
scbagai barang impor. Selanjutnya dalan1 pasal ! 03 din)'atakan 
bahwa barang yang dibawa keluardari pinang ke negara lain disebut 
sebagai barang ekspor. Dari tahun 2015, Bea C.'ukai tclah nlelakukan 
beberapa ha! yang kita lakukan untuk tnenegakkan hukun1 
khususnya terkait dengan keluar masuknya barang. Barang yang 
1nasuk tanpa cukai dan tidak dilengkapi <lengan dokutnen yang sah 
selanjutnya kita sebut sebagai "barang selundupan". Artinya hah\va 
barang-barang yang 111asuk ke wilayah Negara Indonesia yang tidak 
clilengkapi dengan doku1nen res1ni/sah serta tidak rnengikuti 
prosedur rcstni, 1naka itu artinya adalah barang selundupan dan 
pembawanya kita sebut sebagai penyelundup. Contohnya a<lalah 
pada saat kapal bersandar, maka pertama kali yang dilakukan olch 
pihak Bea Cukai adalah dengan melakukan pcngecekan apakah 
dokumen kapal sesuai dengan muatan atau tidak. Kalaumisalnya 
tidak sesuai, maka kita (Bea Cukai) 1nelakukan penindakan.Hal itu 
pemah kita lakukan tcrhadap Kapa! Pesiar (kapal pribadi) yang 
menurut dokumen berasal dari Singapur. Bea Ctlkai Tanjungpinang 
telah melakukan penindakan sebanyak 2 kali. Terkait dengan Kapa! 
pribadi, ketentuannya adalah apabila tidak mela1npirkan atau 
memberitahukan kepada pihak Bea Cukai pada berupa manifest 
maka akan dikenaka11 sanksi administrasi. Sa11ksi administrasi 
tersebut berupa denda sebesar 5juta rupiah dan 10 juta terhadap 
ketiadaan manifest. Berdasarkan pada pengalaman kita (Bea Cukai) 
pemah melakukan penangkapan pada tahun 2013 yaitu Kapa! dari 
Malaysia yang men1ba\va beras, gula, ba\vang,hp, rokok,dan lain 
sebagainya. Jika kapal tersebut berasal dari Batam, maka Bea 
Cuk.aiTanjungpinang akan melakukan koordinasi dcngan pihak Bea 
Cukai Batam. Selanjutnya barang-barang tersesbut sementara kita 
(Negara) kuasai sembari menunggu kepstian hukumnya. Terkait 
dengan proses lebih lanjut, Bea Cukai berkoordinasi dengan pihak 
kepolisian, na1nun selama ini 1nemang belum ada penyidikan yang 
1nelibatkan pihak kepoli.sian. Jadi kalau ada penyidikan, Bea Cukai 
akan melakukan koor<linasi dengan pihak Kepoli.sian. Sanksi lainnya 
yang juga biasa kita lakukan adalah dengan melakukan koordinasi 
bersama yang dibantu oleh TNI-AL, POMAL dan MARINIR. 
Dengan keterlibatan berbagai pihak ini maka akan sangat membantu 
apabila diperlukan keterlibatan instansi lain sehingga permasalahan 
dapat segera dicarikan solusinya selama berada di lapangan. 
Dari wawancara yang dilakukan kepada pihak Polda, Bea Cukai dan 
Badan Kemanan Laut terkait dengan penegakan hukum dan kebijakan 
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lebih lanjut maka dapat diketahui bahwa dalan1 upaya Pengelolaan 
Perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau khususnya tcrkait dengan upaya 
penyelundupan barang telah dilakukan oleh instansi-instansi yang 
ber1,venang. Instansi yang ber1,venang tersebut antara lain adalah Bea 
Cukai, Kepolisian dan Badan Ke1nanan Laut yang dibantu oleh TNI-AL. 
Penegakan huku1n atas keluar-1nasuknya barang adalah bentuk "lain" 
dala1n upaya 1nenjaga kedaulatan NKRI. Menjaga kedaulatan NKl{l han1s 
dilakukan secara bersa1n<1-sa1na dengan berb<1gai instansi yang 1ne1nilik1 
keterkaitan dalan1 tugas dan fungsinya. Sinergi dan Koordinasi 1nerupakan 
upaya untuk menyamakan visi dan 1nisi. Dengan adanya kesamaan visi 
dan misi me1nu11gkinkan antar le1nbaga ncgara untuk saling mcnguatkan. 
Pe11egakan hukum seperti de11gan n1elaksanakan amanat Undang-undang 
nornor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan merupakan salah satu upaya 
konkrit mcnjaga kedaulatan Negara Kesatua11 Republik Indonesia. 
2. Bidang Keuangan 
Keuangan n1enjadi salah satu faktor dalam upaya pencapaian 
kebijakan. Sebagai faktor pendukung rnaka dukungan anggaran rnerupakan 
bagian penting dalam imple1nentasi kebijakan. Untuk rnengetahui 
bagaimana dukungan angaran/kcuangan terhadap upaya pencgakan huku1n 
maka peneliti 1nelakukan wawancara kebeberapa pihak. Wawancara 
pertama dilakukan kepada Polda Kepri yang 1nengatakan bahwa institusi 
Polri telah meningkatkan dukungan anggaran untuk kegiatan patroli. Hal 
ini sebagaimana yang dikatakan oleh Haris J Lambey, Kasubdit Harwatah 
Polda Kepri sebagai ber1kut: 
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"Kalau untuk dana secara khusus untuk tal1un 2016 ini saja, kita dari 
pihak kepolisian 1nen1herikan dana yang cukup 1neningkat, karena 
pada saat ini pihak kepolisian n1engadakan untuk mensupporting 
BBM polisi perairan, jadi bahan bakar kapal-kapal polisi perairan 
itu meningkat sampai 55%, yang <lulu didukung hanya sekitar J oiro -
30% sekarang 1neningakat sa1npai 55°/o secara total itu tidak bisa 
saya sebutkan karena ini dibidang anggaran. anggaran dari pil1ak 
polda. Tcrus. pcnggunaan dana lersebut kita disetiap pencegahan dan 
penyelundupan itu biasanya kita punya progra1n yang diatur dala1n 
rengiat harian. rengiat n1ingguan dan renggiat bulanan, renggiat 
1ningguan atau bulanan ini diatur dengan penggunaan kapal-kapal 
yang akan n1elaksanakan patroli di \vilayah-wilayah yang rawan 
dengan penyelundupan, jadi penggunaan dana tersebut langsung ke 
pihak user atau polisi perairan sehagai gerbang terdepan untuk 
1nengatasi pennasalahan pcnyclundupan ini di wilayah perairan 
kepri, dana tersebut satnpai saat ini kan1i hclutn bisa bilang belun1 
cukup karena untuk anggaran patroli yang seharusnya itu seperti 
contoh kita bandingkan dengan coast guard singapura atau coast 
marine singapura, mereka 1nemiliki anggaran yang cukup untuk 
BBM itu, anggaranya system dua satu, jadi dua hari bekerja satu hari 
istirahat. Scdangkan untuk program polair sendiri polda kepri sendiri 
tidak ada program yang harus rutinitas disitu mereka wialayah 
ditaruhkan kapal ditaruhkan tctapi mereka tidak melaksanakn patroli 
sehingga penyelundupan masih banyak yang masuk ke wilayah 
kepri, sehingga dana tersebut menurut saya masih kurang cukup 
untuk 1ne11gatasi penyelundupan di wialayah kepri''. 
Dari basil wawancara yang dilakukan kepada Polda bahwa upaya 
dalam bidang Keuangan adanya pengadaan BBM (Bahan Bakar Minyak) 
bagi Polisi Perairan.Selain adanya ta1nbahan atau peningkatan bantuan 
BBM bagi Polair, peningkatan bantuan keuangan juga diberikan kepada 
Bakamla. Hal ini disampaikan langsung oleh David Hasfiadi, Kasubdit 
Patroli Keamanan Laut. Dari wawancara yang dilakukan kepada Baka1nla 
dapat diketahui bahwa kegiatan patroli mendapat tambahan dukungan 
anggaran. Hal ini sebagaimana yang dikatakan David Hasfiadi, Kasubdit 
Patroli Keamanan l,aut dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan 
111angatakan; 
" Baik, kami akan menjawab sebagaimana yang kami ketahui saja, 
kami tidak bisa memberitahukan berapa jumlah yang diberikan. 
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Namun dapat ka1ni sampaikan bahwa kami dala1n melaksanakan 
kegiatan patroli yang bcrguna untuk 1nelakukan pencegahan 
penyelundupan dan yang lainnya 1nendapat dukungan penuh dari 
(Bakamla) Pusat. Peningkatan bantuan ini ka1ni gunakan untuk 
1nencegah illegal fishing dan tindakan pidana lainya yang terjadi 
dilaut serta n1encegah terjadinya penyelundupa11 barang. Kalau 
ditanya soal jun1lahnya berapa, ka1ni tidak bisa jawab karena 
kebijakan itu sepenuhnya berada di Jakarta. Na1nun dala1n 
pelaksanaannya dilapangan ka1ni berusaha untuk mengopti1nalkan 
sc\uruh penggunaan bahan bakar yang ditcrima dan juga bahan 
makanan.Dalamsatu bulan terakhir kami rneneri1na ju1nlah makanan 
yang cukup, scjun1lal1 uang untuk makanan tambahan yang kemudia 
kami masak. Selain itu kan1i juha 1nendapat insentif dari kegiatan 
operas1 tersehut. Saat tidak n1elakukan patroli, ka1ni 1nelakukan 
pengecekan kapal untuk mencegah maupun menghindari kerusakan. 
Dari sisi insentif~ kan1i n1crasa sudah lebih dari cukup." 
Selain Polda dan Bakamla, sama hah1ya dengan wawancara yang 
dilakukan kepada Kepala Seksi Pcnindakan Dan Penyidikan Kantor 
Pengwasan Dan Pelayanan Pihak Beacukai Tanjungpinang, yaitu adanya 
pengadaan terhadap bahan bakar, dimana wawancara mengatakan bahwa: 
" dana anggaran pusat dan dari sini mendapatkan dari pusat, kama 
tiap bulan melaporkan juga. masalah jumlahnya kita kurang ethis 
juga, tapi cukup lah ... kama kita juga disiapkan kapal trus kendaran 
patroli dan uang bensinnya itu". 
Dari hasil wawancara tersebut diatas maka peneliti 1nengambil 
kesimpulan sementara terkait dengan bidang keungan, stake holder terkait 
telah berupaya memberikan dukungan dalam upaya mencegah masuknya 
harang-barang ilegal 1nasuk ke perairan Kepulauan Riau. Dukungan 
tcrsebut berbcda-beda sestiai dengan kemampuan masing-masing instansi 
yang terlibat dalan menjaga wilayah NKRI. 
3. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) 
Untuk mengetahui bagaimana kemampuan Su1nber Daya Manusia 
dalam mengelola perbatasan, maka peneliti melakukan wawancara dengan 
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bebcrapa pihak yang terlibat. Wawancara pertama dilakukan kepada Haris J 
Lambey, Kasubdit Harwatah Polda Kepri, ia 1nengatakan bahwa: 
'" Saya jawab, satu persatu dulu, untuk petugas yang menangan1 
tnasalah pe11ye!undupan disini dari pihak polda itu dua instansi, yang 
1ne1nang fokus untuk pencegahan dan penyelundupan yang perta1na 
a<lalah polisi perairan dan yang keduan adalah polisi krimsus 
(kri1ninal k11usus). Krimsusmcnangani penyelundupan terhadap illegal 
1naining ataupun penyelundupan dibidang lainnya, tetapi dua instansi 
itulah yang menangani masalah-masalah penyelundupan paling 
dominan. Kcdua unit ini mc1nang khusus 1ncnangani hal-hal tcrkait 
dengan pencegahan dan pcnyelundupan. Khusus di Kepulauan Riau, 
penyelundupan paling banyak terjadi rnclalui laut. Oleh karenan itu 
1ncreka inelakukan patroli secara rutin, dan patrol! rutin itu sudah 
diatur dala1n rencana kegiatan yang saya sebutkan tadi. Maraknya 
penyelundupan di Kepulauan Riau ini tidak terlepas dari banyaknya 
"pelabuhan tikus". Jumlah pclabuhan ini sangat banyak, untuk Kota 
Batarn itu saja yang terdata satnpai sekarang hampir ada ratusan 
pelabuhan tikus. Pelabuhantikus merupakan pelabuhan yang ti<lak 
resmi dan biasanya menjadi te1npat a1nan bagi para penyelundup 
untuk bisa memasuki wilayah Batam tanpa terdeteksi oleh pihak 
kepolisian maupun aparat kemanan yang lain. Apabilakita bandingkan 
jumlah pelabuhan tikus yang ada diwilayah Batarn dengan jumlah 
personil yang melaksanakakan patroli, maka jumlah tersebut tidak 
sebanding dan tidak mencukupi untuk mcnjaga perairan Bata1n yang 
sangat luas ini. Apalagi keahlian (SDM)dan infrastruktur yang 
dimiliki oleh kepolisian sendiri yang masih kurang untuk 
melaksanakan patroli. Dalamsatu hari, kepolisian hanya bisa 
melaksanakan patroli rata-rata sekali dan kita harus menempaatkan 30 
personil dalam satu hari.Sedangkanada ratusan pelabuhan tikus yang 
ada di bata1n dan harus diawasi. Untuk menunjang tugas pokok 
masing-masing saja khususnya dalam menangani pencagahan dan 
penyelundupan ini, menurut saya keahlian yang dimiliki oleh masing-
1nasing aparat masih kurang 1nemadai" . 
Dari hasi1 wawancara tersebut diatas dapat diketahui bahwa persoalan 
luas wilayah perairan Bata111 tidak terjangkau dcngan peralatan dan SDM 
yang ada saat ini. Ditambah dengan banyaknya ju1nlah pelabuhan tikus yang 
ada di Batam dan bahkan jumlahnya mencapai ratusan. Tentulah ini menjadi 
kendala yang sangat besr dalam menjaga kedaulatan Batam dan NKRI pada 
umumnya. Na1nun demikian Kepolisian telah memiliki perangkat yaitu 
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Direktorat Kri1ninal Kl1usus dan Kepolisian Air untuk 1ncnjaga kea1nanan 
wilayah air. 
Lebih la1tjut Peneliti 1ne\akukan \Va\vancara dengan Badan Ke1nanan 
Laut untuk rnengetahui hagain1nnn dan langkah-langkah apa yang tclah 
dilakukan oleh Baka1nla dalan1 1nenjaga kedaulatan laut Indonesia 
khususnya laut Bata1n. Pihak Bakan1la n1clalu1 David Hasfiadi, Kasubdit 
Patroli Keatnanan Laut 111engatakan bahv..'a: 
" Baik tadi kan1i tclah san1paikan, karcna fungsi dari Bakan1la sendir1 
tidak pada fungsi 111enangan1 penyclundupan saja, tapi pada fungsi 
yang lebih luas lagi yaitu tentang n1arilin1e security.Bakamla fOkus 
pada kegiatan-kcgiatan dilaut tennasuk keselarnatan dan kea1nanan. 
Secara yuridiksi, wilayah perairan Indonesia itu cukup luas, narnun 
dalam pelaksanaan operasinya secara khusus. Padasaat pelaksanaan 
operasi, kita n1emiliki kapal Negara yang didalarnnya ada Bea cukai 
dan Kementrian Perikanan. Beacukai 1nenangani masalah kepabeanan 
dan Kementrian Perikanan menangani masalah perikanan saja.Selain 
dalam tnenjalankan operasi 1ncnggunakan kapal Negara, Bakamla 
juga sering menggunakan.'i'ea reader, ke1nudian orang-orang yang 
mcngawaki kapal tersebut terhubung dengan server system yang 
didala1nnya ber1si dengan orang-orang dengan background intelejen 
sehingga dalam satu kapal jumlah a\vaknya bisa mencapai sekitar 23 
orang sampai 25 orang.Kemudian untuk kapal sea readerbiasanya 
diawaki oleh lima hingga ena1n orang. Pengawalan terhadap kapal 
yang memilikiserver s.vstem itu jumlahnya li1na orang dan berada di 
daerah Aceh, Natuna, Ta11jungbalai Karimun, Batam Nongsa. Untuk 
satelit utamanya berada di Bangka Belitung dan di Sambas. Satelit 
tersebut sering disebutStasiun Pemantau Keamanan Dan Keselamatan 
Laut (SPKKL)". 
Guna memperdalam infOnnasi yang telah disan1paikan oleh pihak 
Polda dan Bakan1la terkait dcngan upaya pencegahan penyelundulan, 
peneliti 1nelakukan wawancara dcngan Kcpala Seksi Penindakan dan 
Penyidikan Kantor Beacukai Tanjungpinang. Wawancara dilakukan untuk 
mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh Bea Cukai dalam 
1neningkatkan kapasitas SOM pegawai di Bea Cukai. Berikut hasil 
wawancara dengan pihak Bea Cukai dengan mengatakan: 
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"terkait itu {peningkatan kapasitas). kita narnai dengan diklat rutin, 
ada na1nanya diklat pelatihan dan diklat fisik. Pega\vi Bea C'ukai di 
Ta11jungpinang ini rata-rata pega\vainya sudah berumtir (orang tua) 
dan lulusan SMA. Adata1nbahan scbanyak 15 orang dengan 
kualifikasi Strata I (S 1 ). LJntuk pen1ngkatan kapasitas SDM 
didasarkan pada aturan yang ada. Na1nun peraturan yang ada sering 
1nengalan1i pcrubahan seiring dengan ke1najuan teknologi dan 
pcrke1nhangan za1nan. Peningkatankeahlian di Bea Cukai discbut 
dengan PDOKP(Pe1nbinaan.ketera1npilan,dan pengetahuan). Pihak 
Beacukai 1nengadakannya se!atna satu (I) bulan disini (kantor). Selain 
itu kita rutin 1nelakukan pcngawasan tcrhadap peredaran dan 
pen1asukan narkotika. Khusus narkotika Bea Cukai 1nerniliki ti1n 
khusus. Guna rneningkatkan ken1ampuan tim ini, Bea Cukai 
n1cngunclang pen1bicaradari pusat dalan1 bcrbagai pclatihan. Tcrkait 
dengan keahlian SDM saat ini apakah sudah n1c1nadai?, n1enurut saya 
sudah cukup, cu1nan harus ada peningkatan yang dilakukan sccara 
terus 1nenerus." 
Dari hasil wawancara dengan pihak Bea Cukai tersebut diatas dapat 
diketahui bahwa ketnarnpuan SDM (Surnber Daya Manusia) dala1n upaya 
Badan Pengelolaan Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau khususnya 
mcngahdpi berbagai macam pcnyeludupan ntelah dilakukan secara 
kontinyu. Kontinyuitas tersebut rnerupakan upaya yang berkesinambungan 
untu tnenjaga kedaulatan NKRI dari upaya-upaya penyelundupan barang-
barang yang dilarang oleh aturan perundang-undangan yang ada dan berlaku 
di Indonesia. 
4. Bidang Infrastruktur 
lnfrastruktur menjadi faktor pcndl1kung utama dalarn rnenJaga 
kedaulatan NKRI selain SDM para aparatur. Guna rnengetahui lebih jauh 
bagaimana kondisi infrastruktur pendukung dalam menjaga kedaulatan 
NKRI, peneliti rnelakukan wawancara dengan pihak Polda. Dari wawancara 
yang dilakukan kepada pihak PoldaHaris J Lambey, Kasubdit Harwatah 
Polda Kepri), didapat infonnasi sebagai berikut: 
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"Jadi kita ja\vab satu persatu 1nengenai i11frastruktur apa saja yang 
1nendukung kinerjn dala1n upaya pencegal1an penyelundupan di 
wilayah Kepri ini. Infrastrukturyang kita miliki hanya infrastruktur 
bcrupa pclabuhan Polair. Dcnnaga atau pclabuhan yang di1nilki 
olehPolair juga didukung dengan kapal-kapal patroli, tetapi kapal-
kapa\ patroli yang kita miliki (kepolisian) itu kapal patro\i yang 
bertipe C. Kapa] patroli tipe C 1ncrupakan tipc tercndah dibawah ti pc 
B dan l'ipc A. Padahal dengan 1,i..:ilayah Kepri yang sebagian besar 
(96°/o) adalah wilayah perairan. maka dukungan kapal patroli dengan 
Tipe (' masih belum optimal. Terbatasnya kapasitas dennaga juga 
berdampak pada keterbatasan te1npat untuk 1nena1nbatkan kapal-kapal 
hasil tangkapan. Belu1n lagi sarana pendukung untuk perawatan kapal-
kapal miliki Polair. Kapal-kapal basil tangkapan yang sedang dala1n 
proses pcngadilan 1nc1nerlukan pcra\vatan karena kapal tersebut 
jadikan sebagai barang bukti. Dengan terbatasnya dennaga tad'i tentu 
tidak se1nua kapal hasil tangkapan bisa di ta1nbatkan di pelabuhan. 
Belu1n lagi jika kapal patroli kita 111engala1ni kerusakan sehi11gga perlu 
docking (maintenance/perbaikan) sehingga memerlukan tetnpat yang 
lebih. Disinilah yang saya maksud bahwa infrastruktur pendukung 
(pelabuhan) belu1n mendukung untuk melakukan pengawasan 
terhadap banyaknya pelabuhan tikus yang ada. Apalagi luas wilayah 
Kepulauan Riau yang 96% adalah lautan. Belu1n Jagi ada waktu-waktu 
rawan yang terjadi diwilayah perairan Kepri ini sehingga diperlukan 
pengawasan yang ekstra". 
Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak Polda tersebut 
selanjutnya pe11eliti me11gkofinnasi kepada Bakamla untuk mengatahui 
kapasitas infrastruktur yang dimiliki oleh Bakamla. Untuk itu wawancara 
peneliti lakukan kepada David Hasfiadi, Kasubdit Patroli Keamanan Laut. 
Melalui Kasubdit ini diketahui bahwa; 
"Infrastruktur yang mendukung saya dalam upa)'3 melaksanakan 
pencegahan dan penyelundupan di laut, yang pertama dalah sarana 
survile systetn yang hisa memonitor. Dengan teknologi maka tidak 
mengalami kelelahan seperti manusia yang mudah lelah. Kalausurvile 
system itu melalui radar pemantau automatic identification system, 
kemudian CCTV atau long range camera. Disamping itu kita juga ada 
alat CCTV yang bisa melihat dalam kondisi gelap (malam hari). 
Jugaradar-radar yang bisa beroperasi pada saat hujan lebat dan 
kondisi-kondisi alam tertentu, itu alat-alat pendukung. Alat-alat utama 
untuk melakukan penindak harus tersedia aset-aset di laut seperti 
kapal-kapal patroli. Kalaudi Bakamla disebut kapal Negara, kalau di 
Angakatan Laut penyebutannya Kapa! Republik Indonesia, kemudian 
kalau di bea cukai namanya KP juga diperikanan namanya KP, kalau 
KPLP penyebutannya KN, itu harus ada kapal-kapal yang ma1npu 
beroperasi baik di pangkalan perairan dangkal hingga perairan dalam 
124 
43722.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
sampai ZEE (Zona Economi Ekslusit). Dengan kapal-kapal yang 
n1emiliki 1nan1pu beropcrasi dengan kondisi dan karakteristik cuaca 
tertentu tersebut 1naka pencegahan dan penindakan akan lebih efektif 
Apalagi Keptilauan Riau me1niliki laut cina selatan yang terkenal 
dengan ombaknya yang tinggi dan berlangsung dengan waktu yang 
cukup lan1a. Oleh karena itu 1naka kapal-kapal yang beroperasi tesebut 
harus didukung dengan peralatan canggih. Saya kira kita 1nen1iliki 
kema1npuan untuk membuat kapal yang <lilengkapi dengan 
dronesehingga tidak pcrlu awak untuk 1ne1nonitor perairan sekitar. 
Disamping itu 1nc1nang diperlukan SDM yang siap untuk n1elakukan 
kemampuan untuk beroperasi secara bergantian. Dengan adanya rotasi 
sccara bcrkala maka kita bisa melihat real radar yang kita n1iliki dan 
juga langsung terkoneksi dcngan pusat kendali infOrn1asi. Hal ini tentu 
akan me1nberikan data yang update pada saat kapal keluar 1nasuk 
perairan Kepulauan Riau. Jika hasil analisis ternyata a<la kapal yang 
1nencurigakan atau 111ereka punya ciri sebagai peron1pak, n1aka kapal 
tersebut dapat langsung di kejar untuk selanjutnya <litindak. Hal 
demikian pemah tcrjadi di laut cina selatan di1nana ada kapal ikan 
asing yang masuk ke perairan Indonesia. Oleh kapal dari KKP 
(Ke1nentrian Kelutan dan Perikanan) dilakukan pe11gawasan dan 
temyata mcrcka (Kapa! Asing) tersebut disupport oleh coast 
guardmereka. Bahkan tidak berapa la1na muncu\ kapal perang 
berbendera Taiwan dari belakang. Selanjutnya kapal ikan asing tadi 
menyebar jaring <li daerah perairan Indonesia {bagian Timur Aceh). 
Nah disanalah mereka mengarnbil ikan sehingga Bakamla melakukan 
pengusiran dan diberikan pcringatan dengan cara menembak ke udara 
sebagaimana standar prosedur yang kita miliki. Setela11 diberikan 
tembakan peringatan tersebut akhimya 1nereka melarikan diri. Kondisi 
tersebut dapat denga cepat kita lakukan jika kita mempunyai peralatan 
yang cukup untuk memantau perairan indonesia selama 24 jam, yaitu 
dengan servant system terbang. Kalau di Singapura namanya AX atau 
Aua Really Warning, dia (AX) selalu berada diudara kemudian ketika 
dia turun, naik lagi jadi dia berada di udara selama 6-8 jam. Sehingga 
jika punya beberapa alat seperti itu mereka bisa naik-!urun secara 
bergantian. Apalagi kondisi peraiaran Indonesia yang begitu luas 
sehingga tentunya membutuhkan berapa kapal yang memiliki pesawat 
dengan kemampuan setara dengan AX yang harus bisa mantau 24 ja1n 
sehari. Kcmtidian kondisi infrastruktur yang ada saat ini yaitu asset 
laut, kita juga harus 1nemiliki asset udara. Jika dilaut kan1i punya 
dermaga, maka untuk mendukung asct udara kita juga harus punya 
landasan. 
Kemudian wawancara JUga dilakukan kepada Kepala Seksi 
Penindakan Dan Penyidikan Kantor Pengawasan Dan Pclayanan Beacukai 
Tanjungpinang. Kepala Seksi mengatakan bahwa: 
"Darisisi fasilitas dan prasarana, kita sudah cukup. Kapa! patroli ada, 
kendaraan dinas baik roda 4 maupun roda 2 juga ada. Selanjutnyaalat-
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alat untuk mendeteksi narkotika 1naupun pita cukai juga sudah ada. 
Ken1udian untuk 1ninyak (BBM) baik untuk kendaraan laut 1naupun 
kendaraan yang ada di darat kita juga telah disiapkan. Namun 
de1nikian kcndaraan-kendaraan tersebut harus re1najakan 1ncngingat 
sudah beberapa diperbaiki. Selanjutnya untuk kapal perlu terus kita 
tingkatkan agar memiliki ke1nampuan untuk 1nelakukan dektesi 
terhadap kapal-kapal yang tidak berdoku1nen.Apalagijika kapal 
tetsebut 1ne1netikan !a1npu. Mctnatikan la1npu adalah 1nodus yang 
sering digunakan oleh kapal-kapa\ yang terduga illegal." 
Dari hasil wawancara terkait dengan ketersediaan dalan1 bidang 
lnfrastruktur scbagai upaya Sadan Pengelolaan Perbatasan Provins1 
Kepulauan Riau dala1n Menjaga Kedaulatan NKRI, dite1nukan fakta bah\va 
telah dilakukan upaya-upaya pe111enuhanya. Diantaranya upaya-upaya 
tersebut antara lain adalah pcmbangunan pelabuhan polair. Disamping itu 
juga sedang diupayakan pengadaan kapal-kapal patroli sebagai bentuk 
dukungan. Selanjutnya pe1nenuhan sarana survile syste1n dan juga 
kendaraan dinas baik berupa roda 4 (empat) 1naupun roda 2 (dua) serta alat-
alat pcndcteksi narkotika maupun dctcktor pita cukai. 
Temuan atas minimnya infrastruktur di daerah perbatasan JUga 
dibenarkan oleh Suprapto, Ketua Komunnitas Merah Putih yang 
mengatakan bahwa; 
"persoalan infrastruktur di daerah perbatasan yang m1n1m dan 
cenderung jauh dari kata layak. Kondisi ini adalah fakta yang tidak 
bisa dipungkiri oleh siapapun. Jangankan bicara soal infrastruktur 
jalan, bicara soal mudahnya akses komunikasi saja sangat sulit. 
Ana1nbas adalah salah satu contoh daerah perbatasan di Kepulauan 
Riau yang sangat sulit dalam akses komu11ikasi." 
Dengan demikian 1naka peneliti menyimpulkan bahwa persoalan 
utama di daerah perbatasan tergolong complicated. Persoalan penegakan 
hukun, minimnya anggaran, keterbatasan sumber daya manusia scrta 
minimnya infrastruktur dasar adalah kendala utama dalam pengembangan 
126 
43722.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
pcrbatasan khususnya dala1n 1nendukung penjagaan kedaulatan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
Pihak-pihak yang di\vawancara terscbut diatas 1nenurut peneliti 
1nen1iliki ke\vcnangan se11a kerna1npuan untuk n1en1berikan pcnjelasan 
terkait dcngan pengelolaan perbatasan d1 Provinsi Kepulauan Riau 
khususnya dala1n n1enjaga kedaulatan NKRL 
B. Han1batan-hambatan Dalam Upaya l\ilenjaga Kedaulatan NKRI 
Ha1nbatan-ha1nbatan dalan1 upaya 1nenjaga kedaulatan NKRI khususnya 
yang dihadapi oleh Badan Pengelola Pcrbatasan Provinsi Kepulauan Riau 
hingga saat ini diakui 1nasih tetap ada. Diantara ha1nbatan yang dihadapi oleh 
BPP Provinsi Kepulauan Riau adalah dala1n ha! pe1naharnan atas aturan yang 
ada. Perbedaan pernaharnan atas regulasi yang ada diakui oleh Kasubdit 
Harwatah, Haris J Latnbey sebagairnana yang diungkapkannya sebagai berikut: 
"Ha1nbatan yang terjadi yaitu pada saat pelaksanaan operasi. Biasanya 
kalau kita sedang berkoordinasi di tingkat instansi itu terjadi pada saat 
pelaksanaan, masing-rnasing instansi 1ne1niliki undang-undang dan 
peraturan yang berbeda dalam pencegahan dan penyelundupan barang 
ini, contohnya ini sebenamya lebih intens kea rah bea cukai, karena bea 
cukai memiliki Undang-Undang tentang pencegal1an dan pcnyelm1<lupan, 
tetapi kami selaku di Polri dan di Polda juga, polisi perairan dan polisi 
krimsus kami juga memiliki Undang-Undang yang bisa melaksanakan 
pencegahan tersebut, sehingga pada saat pe\aksanaan dilapangan kurang 
adanya koordinasi dengan instansi terkait, khususnya bea cukai dengan 
instansi-instansi lainnya". 
Han1batan selanjutnya (kedua) adalah luasnya wilayah serta adanya faktor-
tilktor budaya yang ada di Kepulauan Riau. Hal ini sebagaimana basil 
wawancara yang dilakukan kepada David Hasfiadi, Kasubdit Patroli 
Keamanan Laut Bakamla. la mengatakan bahwa: 
"Hambatan yang ditemui dalam menegakkan hukum dan kebijakan yang 
perta1na yang kami tcmukan dilapangan adalah terkait dengan luasnya 
wilayah. Kami harus mengawasi rnulai dari pantai timur Aceh hingga 
barat, kemudian sampai Batam dilanjutkan kedaerah Bangk:a. Bahk.an 
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ka111i harus ke Jakarta kemudian Natuna kemudian samai ke pangkalan 
Bun. Garis pantai ini sangat luas, ke1nudian sa1npai ke pulau-pulau yang 
terbuka di1nana 1nercka itu bisa masuk <lan keluar tanpa pengawasan 
karena siste1n-siste1n ya11g ada disini tidak se1nuanya dapat menutupi 
ke1nungkinan-kemungkinan negatif tadi. Jadi, kita ini berada didaerah 
yang terbuka. Kalau kita berada didaerah yang didepan mungkin akan 
kclihatan adanya penyelundup, tetapi ketika kita turun (ke Kota) dan kapal 
kita taruh disini, n1aka scn1uanya akan berubah dann pandangan kita akan 
terbatas. Disa1nping soal luasnya wilayah yang harus dia\vasi. hambatan 
berikutnya adalah budaya. Hubungan hudaya 1nasyarakat yang di Du1nai 
dengan masyarakat yang ada di Malaka itu sudah terjalin turun temurun. 
Jadi 1nereka sudah terbiasa mclakukan pertukaran barang seperti rokok 
dengan baju. kayu dcngan heras. Jadi barter sudah berlangsung lama. 
Disan1ping itu daerah ini juga tidak tcrkontrol pcnga\vasannya karena 
patroli tidak dilaksanakan secara terus menerus. Seharusnyadidaerah 
sepcrti ini dipasang CCT\r sehingga kapal yang keluar 1nasuk bisa 
terpantau dengan baik. Pcrnah kita ajukan pengadaanya, namun 
kendalanya yang dihadapi adalah lambanya birokrasi. Indonesia dari dulu 
terkenal dengan birokrasinya yang panjang, berbelit-belit dan susah. 
Birokrasi seperti ini juga ter1nasuk yang ada di Batam. Ka1ni pcmah 
membuat rencana seperti itu dan terkendala oleh birokrasinya yang 
panjang. Disamping budaya warga Dl1mai dan Malaka, budaya tersebut 
juga sudah terjalin antara masyarakat pesisir sumatera dibagian timur dan 
ketnudian Malaysia di bagian barat yang sudah terjalin. Kita sudah 
berusaha melakukan penccgahan dengan memberikan pengcrtian kepada 
1nasyarakat pesisir, namun demikian tidak semua bisa mengerti karena 
pendidikan mereka tidak sampai tahap yang demikian.Merekabicaranya 
"saya butuh makan". Yangbisa dilakukan adalah membuat forum diskusi 
grup yang dilakukan dengan bekerjasama bersama pihak-pihak yang 
memiliki kesamaan dalam menghadapi suatu masalah. Bahkan dibeberapa 
tcmpat mereka melaksanakan itu diskusi b'TOUp terbatas atau FGD untuk 
1ncncari solusi atas masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh masing-
masing berdasarkan dengan panduan hukum yang ada". 
Dari apa yang disampaikan oleh Kasubdit Harwantah tersebut dapat 
diketahui bah\va terdapat dua hambatan utama dalam upaya pencegahan 
penyelundupan barang di Kepulauan Riau. Hambatan pertama adalah 
banyaknya rcgulasi yang menjadi payung hukum masing-masing instansi 
pcngelola perbatasan. perbedaan payung hukum ini per\u diharmonisasi 
khususnya untuk memperkuat pcngelolaan perbatasan. Hambatan kedua adalah 
il1as \Vilayah yang harus diawasi oleh masing-masing instansi sehingga 
diperlukan penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan bisa berupa 
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pembuatan kantor bersa1na antar selun1h instansi yang terlibat dala1n 
pengelolaan perbatasan. Hambatan ketiga adalah 1nini1nnya inffastruktur di 
daerah perbatasan. lnfrastruktur yang 1nemadai akan sangat 1nembantu dala1n 
tnenjaga kedaulatan negara. Analogi sederhana tidak 1nungkin binatang ten1ak 
ke halaman tetanggajika rumput di sekitar tetnpatnya hijau. 
C. Pembahasan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh pcneliti pada objek 
penelitian yaitu pada daerah-daerah di ka\.\.·asan perbatasan di Pr0vins1 
Kepulauan Riau, khususnya wilayah Kabupaten/Kota yang bcrbatasan 
langsung dengan perairan luar negeri, maka telah dilakukan intervensi dari 
beberapa bidang yaitu dibidang Huku1n dan Kebijakan, bidang Keuangan. 
bidang Su1nber Daya Manusia (SDM) dan bidang Infrastruktur. Upaya di 
bidang Hukum dan kebijakan yaitu dengan upaya menciptakan sinergi bersama 
dengan aparat penegak hukum lainya yang mengarah pada penegakan hukum 
dan perumusan kebijakan secara bersama-sa1na agar memiliki visi dan misi 
yang sama. 
Dala1n bidang Sumber Daya Manusia yaitu dengan melaksanakan 
koordinasi dengan instansi lain secara berkala. Bahkan tidak jarang BPP 
Provinsi melaksanakan patroli on board, yaitu patroli yang dilakukan bersama-
sama dengan instansi lainya scpcrti Bea Cukai, Bakamla dan Polairud. Dalam 
bidang kcuangan BPP juga memberikan bantuan kepada Polairud atau Polisi 
Perairan guna melakukan patroli untuk 1ncngccck apakah dokumen sebuah 
kapal sudah sesuai atau tidak. Dalam bidang infTastruktur, BPP mendorong 
pernbuatan pelabuhan untuk Polair serta melengkapi peralatan pendukung 
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seperti sarana survilife systen1, serta pengadnan kendaraan dinas haik roda 4 
1naupun roda 2. 
Berdasarkan intervensi pada beberapa bidang di atas, hasil penelitian yang 
dilakukan oleh peneliti pada ohjek pene!itian yaitu daerah-daerah di ka\vasan 
pcrbatasan di Provinsi Kcpulauan Riau. khususnya wilayah Kabupaten/Kota 
yang berbatasan langsung dengan perairan luar ncgcri, yang dibutuhkan dala1n 
penanganan masalah penyeludupan 1ni adalah sincrgitas dan hannonisasi antar 
lembaga yang ber\venang. 
Guna me1nperkaya dan 1nelihat scjauh1nana pcnclitian ini n1e1nenuhi 
harapan maka dapat dilakukan perbandingan dcngan beberapa pcnclitian 
terdahulu yaitu seperti penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syaiful K 
dengan judul "Upaya POLRI Dalam Pemberantasan Tindak Pidana 
Penyelundupan Barang (Studi Kasus di Pare-pare)" oleh Muh. Syaiful K. 
Penelitian ini bertujuan untuk mcngetahui apakah Upaya POLRI Dalam 
Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Barang (Studi Kasus di Pare-
pare), dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi POLRI dalam 
mcmberantas tindak pidana penyelundupan barang. Ditemukan beberapa hal 
terkait dengan penelitian ini, yaitu bahwa upaya mencegah dan menanggulangi 
setiap pe\anggaran hukum khususnya mengenai masalah ekonorni dan 
keuangan negara, rnerupakan rcflcksi dari kehidupan suatu bangsa. Pe1nerintah 
seharusnya rnenindak dengan tegas setiap bentuk pelanggaran di bidang 
ekonorni. Salah satunya adalah tindak pidana dalam bidang kepabeanan yaitu 
tindak pidana penyelundupan. Hal tersebut telah diatur dalam peraturan 
perundang-undangan sejak jaman Belanda yaitu Staatsbiads No. 240 tahun 
1882, kemudian berturut-turutdiscmpumakan melalui UU No. 7 tahun 1955 ju 
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UU No. 8 tahun 1958, UU No. l 0 tahun 1995 dan terakhir UU No. 17 tahun 
2006.Penelitian yang dilakukan di dua ten1pat yang berbeda ini, yaitu di 
Poirestabes Pare-pare dan Bea Cukai Pare-pare dcngan 1nelakukan \Vawancara 
dengan petugas dikedua institusi tcrscbut. Disan1ping itu penelitian 
kepustakaan juga di\akukan oleh penulis dengan 1nengkaji dun 1nencari 
referensi, perundang-undangan, dan su1nber yang berhubungan dengan 1'1ndak 
Pidana Pcnyclundupan Barang.Hasil pcnelitian lapangan diketahui bahwa 
Upaya POLRI Dalam Pe111berantasan Tindak Pidana Penyelundupan Barang 
(Studi Kasus d1 Pare-pare) sulit untuk 1nelakukan pen1berantasan secara 
1ncnycluruh tcrhadap para pelaku atau penyelundup, disebabkan karena para 
petugas dala1n menghadapi bujukan dan rayuan masih terpengaruh dengan 
oknu1n-oknu1n penyelundup, le1nahnya koordinisi dan kerja sa1na antar petugas 
dan antar instansi terkait di lapangan me1nberikan peluang bagi penyelundup 
sehingga sanksi pidana tidak secara la11gst1ng dirasakan oleh 
penyelundup.Sedangkan yang ada di Bea Cukai,tindak pidana penyelundupan 
barang di Kata Pare-pare disebabkan karcna penegak hukum dan penyelundup 
hanya mcnyelcsaikan di luar pengadilan.Pcnclitian ini 1nenyarankan agar 
Kantor Pelayanan Bea Cukai Pare-pare lebih meningkatkan intensitas Patroli di 
wilayah perairan pare-pare dan sekitamya serta 1nenjalankan ketentuan 
administrasi kepabeanan secara konsisten, 1nengingat ha! tersebut sangat 
1nerugikan pemerintah Republik Indonesia dari sektor penerimaan pajak dan 
pcningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas dengan 
menegakkan hukum dengan tegas, adil, dan tidak diskriminatif. 
Ke1nudian penelitian yang dilakukan bersama antara Muhammad 
Zaenuddin, Didi lstardi, dan Muslim Ansori dengan judul "Maraknya Praktek 
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Transaksi llegal di Kawasan Free Trade Zone Bata1n" juga 1ne11gungkapkan 
1nasih terjadinya praktek-praktek perdagangan yang ilegal 1neskipun Bata1n 
sudah di tetapkan sebagai Ka\vasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas. 
Hasil pcnga111atan sela1na 2 tahun (2013-2014) ditcmukan fakta bahwa banyak 
terjadi penyelundupan barang scbanyak 59, I 8o/o, Narkotika 16,3%, Tenaga 
Kerja Asing dan Tenaga Kerja Indonesia !legal 6,12%, money loundr_y 5,\%, 
kegiatan ilegal lainnya 5, I 1Yo, petnbuangan limbah 3,06o/o, traficking 2,04%, 
ilcgal tradin,g 2,04%, dan ilegal logging 1,02%. LJntuk kegiatan 
penyelundupan, jcnis barang yang paling sering diselundupkan adalah mobil 
25,86%, BBM 15,52%, elektronik seperti HP dan laptop (15,52%), rnakanan, 
minuman dan rokok 13,79%, barang bekas (balpres) 12,07%, barang-barang 
lain I 0,34%, dan 1ninuman keras 6,9%. Sedangkan tempat yang frekuensinya 
paling sering ditemukannya kegiatan ilegal atau barang ilegal adalah pelabuhan 
resmi yaitu sebanyak 31 %. Ke1nudian disusul perairan Batam 26,97°/o, 
pelabuhan tak resmi 18, 18o/o, tempat lainnya 13%, tidak disebutkan secara 
spcsifik 10,4<yQ, dan bandara 1,3%. Dari aktifitas illegal tersebut maka potensi 
kerugian negara sekitar 212,5 milyar rupiah. Selanjutya instansi-instansi yang 
terkait dengan penanganan kegiatan ilcgal di Batam antara lain kepolisian 
46,32%, bea cukai 32,63%, Lana! Batam 8,42°/o, instansi lain 8,4%, imigrasi 
3,16%,danOtoritaBatam 1,05%. 
Berdasarkan hasil penclitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan oleh 
peneliti dapat dikatakan bahwa objek penelitian adalah sa:i11a yaitu daerah-
daerah yang berada di kawasan perbatasan. Dan ditemukan permasalahan yang 
sa1na yaitu sinergitas dan harmonisasi baik dari lembaga penegak hukum, 
payung hukum yang diberlakukan serta kepastian dalam menegakkan payung 
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huku1n adalah yang sangat dibutuhkan dalam pcmberantasan penyeludupan di 
kav,rasan daerah perbatasan . 
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A. Kesimpulan 
BAB VI 
PENUTUP 
------- ---------
Dari hasil penelitian dilapangan 111aka dapat diambil kesi1npulan bah\va 
Sadan Pcngclola Perbatasan Provinsi Kcpulauan Riau telah 1nelakukan dalan1 
menjaga kedaulatan NKRL Upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pengelola 
Perbatasan Pro\'insi Kepulauan Riau terd1ri dari upaya dihidang Huku1n dan 
Kehijakan, bidang Keuangan. bidang Sun1her Daya Manusia (SOM) dan 
bidang Infrastruktur. Upaya di bidang Hukum dan kebijakan yaitu de11gan 
upaya menciptakan sinergi bersama dengan aparat penegak hukum lainya yang 
mengarah pada penegakan hukum dan peru111usan kebijakan sccara bersama-
gisama agar rnerniliki visi dan misi yang sa1na. 
Dalam bidang Su1nber Daya Manusia yaitu dengan melaksanakan 
koordinasi dengan instansi lain secara berkala. Bahkan tidak jarang BPP 
Provinsi melaksanakan patroli on boath, yaitu patroli yang dilakukan bersama-
sama dengan instansi lainya seperti Bea Cukai, Bakainla dan Polairud. Dalam 
bidang keuangan BPP juga memberikan bantuan kepada Polairud atau Polisi 
Perairan guna melakukan patroli untuk 1nengecek apakah dokumen sebuah 
kapal sudah sesuai atau tidak. Dalam bidang inffastruktur, BPP mendorong 
pernbuatan pelabuhan untuk Polair serta 1nelengkapi peralatan pendukung 
seperti sarana survil!fC system, serta pengadaan kendaraan dinas baik roda 4 
maupun roda 2. 
Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Sadan Pengelola Perbatasan 
Provinsi Kepulauan Riau dalam 1nenjaga kedaulatan NKRI tentunya tidak 
semulus yang direncanakan. Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh 
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BNPP. Hamhatan-ha1nbatann tersebut antara lain pcrta1na. dalam pelaksanaan 
kegiatan n1asing-1nasing instansi n1emiliki payung huku1n (UU) dan peraturan 
yang berbeda khususnya dalam ha! pencegahan dan penanganan atas 
penycludupan barang. Kedua, luasnya \.vilayah perairan Kepulauan Riau yang 
1ncncapai 96o/o menjadi tantangan tersendiri dan n1asih adanya faktor-faktor 
budaya herupa ego sektoral yang mempengaruh1 1nasing-n1asing instansi. 
B. Saran 
A<lapun saran yang dnpat peneliti sa1npaikan antnra lain adalah scbagai berikut; 
[) Sadan Pengclola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau perlu n1endorong 
supaya instansi pemerintah yang n1emiliki tugas dan fungsi dalam 111enjaga 
kedaulatan NKRI 1nembuat satu pusat komando (comand center) guna 
1nengefektifkan kcgiatan-kegiatanyang 1nengarah pada upaya menjaga 
kcda1datan negara. 
2) Perlu adanya sinkronisasi re&rulasi yang menjadi payung hukum bagi 
rnasing-rnasing instansi yang terlibat dalarn penjagaan kedaulatan negara. 
3) Perlu adanya penyadaran kepada rnasyarakat akan arti penting rnenjaga 
kedualatan negara. Masyarakat perlu diberikan pemaharnan dan sekaligus 
asistensi kegiatan-kegiatan apa saja yang perlu diwaspadai dan selanjutnya 
di laporkan kepada pihak-pihak terkait agar kedaulatan negara dapat dijaga 
secara bersa1na-sarna. 
4) Masyarakat nclayan khususnya perlu diberikan bekal berupa peralatan 
yang akan berfungsi untuk rnenyampaikan early M.:arning (peringatan dini) 
kepada aparat penegak hukum (Polda, Bea Cukai dan BAKAMLA) atas 
tindakan-t1ndakan yang terindikasi melanggar kedaulatan negara. 
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Lampiran I Struktur Organisasi BPP Provinsi kepulauan Riau 
Kelompok Jabatan 
Fungsional 
Bidang Pengelolaan 
Batas Negara 
-Si.tb Bidang 
Pengelolaan Batas 
Neaara 
' Sub 13i0ang 
Pengelolaan Lintas 
Batas 
Kepala Sadan Pengelola 
Perbatasan 
I 
Sub Bagian 
Perencanaan dan 
Evaluas1 
ISekretariat Badan 
Pengelola 
Perbatasan 
Sub Bagian 
Keuangan 
Sub Bagian 
Umum dan 
Kepegawaian 
Bidang Pengelolaan 
Potensi Kawasan 
f-- ---------- --- Bidang Pengelolaan 
lnfrastruktur Kawasan 
Sub Bidang Potensi 
Kawasan Perbatasan 
I 
I 
Sub Bidang Penataan 
Ruang Kawasan 
Perba1asan 
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Lampiran 2. Pedoman Wawancara 
PEDOMAN WA WAN CARA 
Na1na 
Bi dang 
Jabatan 
Tanggal/tempat \Vawancara: 
Mohon dijawab pertanyaan bcrikut disertai penjelasan dan data pendukungnya 
(dokun1cn) 
A. Hukum dan Kcbijakan 
1. Kebijakan apa sajakah yang telah diimple1nentasikan di bidang 
Bapak/Ibu, yang terkait dengan pencegahan pcnyclundupan barang? 
Sebutkan 
2. Bagain1anakah upaya yang dilakukan di bi<lang Bapak/Ibu untuk 
menjadikan sincrgi atas hukum dan kebijakan tentang penyelundupan 
barang, yang berlaku di bidang Bapak/Ibu dengan di bidang lain, serta 
di instansi lain? 
3. Apa sajakah rencana kerja yang telah disusun di bidang Bapak/lbu 
untuk 1nelakukan pencegahan terjadinya penyelundupan barang? 
4. Bagaimanakah sistem evaluasi pelaksanaan hukum dan kebijakan di 
bidang Bapak/Ibu, yang berkaitan dengan pencegahan penyelundupan 
barang? 
5. Apa sajakah ha1nbatan yang ditemui dala1n mengimplcmcntasikan 
hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan pcncegahan 
penyelundupan barang? 
6. Bagaimanakah upaya untuk mengatasi hambatan dalam 
mengimplementasikan hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan 
pencegahan penyelundupan barang? 
B. Keuangan 
I . Berapakah dana yang dianggarkan secara khusus di bidang Bapak/lbu 
untuk melakukan upaya pencegahan penyelundupan barang? 
2. Bagaimanakah penggunaan dana tersebut selama ini? 
3. Apakah dana tersebut mencukupi? 
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C. SDM 
I. Berapa banyak petugas di Bidang Bapak/lbu yang ditugaskan sccara 
khusus untuk menangani 1nasalah pencegahan pcnyclundupan 
barang? 
2. Apa sajakah tugas mereka? 
3. Apakahju1nlah tersebut mencukupi? 
4. Apa sajakah keahlian 1nereka? 
5. Apakah keahlian mcrcka sudah n1en1adai? 
D. Infrastruktur 
1. lnfrastruktur apa sajakah yang 1nendukung kine1ja hidang Bapak/Tbu 
dalam upaya pencegahan pcnyelundupan barang? 
2. Bagai1nanakah kondisi infrastruktur tersehut? 
3. Apakah ju1nlah infrastruktur tersebut 1ncn1adai'? 
4. Infrastruktur apa sajakah yang belu1n tersedia? Berapa ban yak yang 
dibutuhkan? 
5. Apakah fungsi insfrastruktur tersebut? 
6. Apa dampak dari kctidaktcrscdiaan infrastruktur tcrscbut? 
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Lan1piran 3 Transkrip Wa,vancara 
Dengan Badan Ketnanan Laut (David) 
~---------------·- ----------------~ 
Tanya Keb1jakan apa sajakah yang telah dii1nplementasikan di 
i1nple1ncntasikan dibidang bapak yang terkait pcncegahan dan 
pcnyelundupan barang ? 
'----'--'------------------------------1 
Jawab Yang bisa saya ja\vab sebagai Ka Sub dit patroli kean1anan laut 
Tanya 
Jaw ab 
zona 1naritime barat, yang perta1na bisa ka1ni sa1npaikan fungsi 
dari bakamla sendiri yaitu n1elaksanakan patrol keschunatan 
dilaut n1cngin1pelen1cntasikannya dala111 rangka pencegahan dan 
penyelundupan barang. Ka1ni 1nelaksanakan patroli didaerah-
daerah yang menurut ka1ni titik-titik itu ra\van atau senng 
digunakan penyelundup untuk 1neng1r11n ataupun menerima 
barang. Pada bagaian yang terjauh kami 1ncngiri1n kapal yang 
bcrukuran besar dan dihagian dala1n dangakal kami 1nendeplay 
1nenurunkan kapal-kapal ya11g berukuran kccil , kemudian 
didaerah-daerah tertentu dimana kami memiliki alat server dan 
siste111 yang bisa hidup sela1na 24 ja1n disitu ada alat pemantau 
automatic identitication system, kemudian server system seperti 
radar, cctv, long range camera kemudian JDMSS dari situlah 
kami 1ncmonitor mcmadukan seluruh peralatan yang ada di 
sperti bakamla miliki saat ini di nongsa itu dapat dimonitor dari 
kantor jurna yang ada di sekupang. Ketika ada infonnasi awal 
yang didapat dari server system ataupun dari human intelegent 
itu ada beberapa te1npat yang biasa mercka gunakan untuk itu 
I ken1uudia kan1i 1nenurunkan beberapa asset seperti kapal Negara 
atau sea radcr di1nana kcbiasaan mcrcka 1nelakuka11 pengiriman 
atau peerimaan barang, itu yang dilaksanakan 
Bagai1nanakah upaya yang dilakukan dibidang bapak untuk 
menjadikan s1nerg1 atas hokum dan kebijakan tentang 
penyelundupan barang yang berlaku dibidang bapak dengan 
dibidang lain, serta diinstansi lainnya mohon penjelasanya pak 
Upaya Sinergitas yang dilakukan bakamla selama 1n1 yaitu 
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dengan n1elaksanakan ......... atau desa syahbandar dalam satu 
kapal itu punya beberapa orang yang berada di instansi lain tapi 
ikut on hoath dalan1 kapal tersebut, sctelah 1nercka on boath ka1ni 
melaksanakan estalabis lokasi ke1nudian katni 1nclaksanakan eek 
; ko1nunikasi yang berjalan dipusat dari sini nicnuju kapal 1nasing-
1nasing, ken1udian berhcnti kapal itupun ka1ni 1nen on boath kan 
itu ada satu orang dari le1nhaga sandi Negara. 1nereka me1nba\va 
peralatan dari ...... scndiri ke1nudian pengirin1an bcritanya itu 
dala1n bentuk enkrip, jadi tidak bisa dari instansi lain n1e1nbuka 
berita itu karcna sit~1tnya berita yang digunakan dalan1 telegram 
nanti bcrsifat rahasia, 111aka peng1r1n1an dan penerin1aanya 
dienkrip. Ke1nudian sctclah 1nereka sudah itu kan1i berangkat 
kejakarta untuk melaksanakan penyegaran scluruh informasi 
1nensinergikan apa yang ditcrapkan masing-1nasing instansi 
karena mcmpunya1 doktrin yang herbeda-beda, pelaksanaan 
operas1 dilapanngannya juga berbcda-beda maka ditempat itu 
kami mencoba mensinergikan, itu ditahap perencanaan. Di tahap 
pelaksanaan ke1nudian mereka ke1nbali lagi kekapal mas1ng-
masing ke1nudian ditentukanlah dikler jam J pelaksa11aan operasi 
kemudian, itu sudah sebelumnya kami sudah dalam tahap 
perencanaan kamis sudah meng1s1 bahan bakar, kemudian 
belanja bahan 1nakanan dan bahan basah. Ken1udian pelaksanaan 
kita melaksanakan, kembali lagi masang radi chek ke1nudian 
kapal saat itu kapal memasuki sector yang ditentukan oleh 
pelaksana opcrasi harian yang ada di Jakarta melalui rencana 
operasi kemudian masih dijalankan selan1a hari yang ditentukan 
selama satu bulan atau tiga bulan, ke1nudian pelaksanaan 
operasinya dilaporkan secara terpriodik pagi dan sore kepada 
masing-masing zona, kemudian zona meneruskan ke Jakarta. 
Diakhir pengakhiran seluruh nahkoda atau komandan itu 
berkumpul disatu titik seperti di Jakarta atau batam sesua1 
kebijakan kemudian 1nelaksanakan evaluasi atau whats up 
apakah . . . . . . . .. . . . . . .. A tau dalam bahasi kami namanya pul 
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out,pul out itu kembali ke1nasing-masing pangkalan ke1nudian 
berkumpul dititik tcrtentu untuk 1nelaksanakan ulasan atau kaji 
ulang setelah selesai kemudian 111ereka 1ne1nbuat laporan 
kegiatan pelaksanaan sela1na diadakannya operasi, setelah itu i 
' pertanggungjawabab keungan se1nuanya <liberikan kepa<la ka1ni, : I 
I kemudian barang-barang tersebut kapal-kapal tersebut 
<liken1balikan kepada n1asing-1nasing instansi 
Tanya oh begitu, berarti su<lah tennasuk syste1n evalusai juga dengan 
pelaksanaan itu pak? 
·------
Jav.:ab iya, tadi <lipengakhiran itu pelaksanaan dan cvaluasi, jadi ada 
perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran, dalan1 pengakhiran 
itu isinya evaluasi 
Tanya Saya lanjut ke poin, apa sajakah l1ambatan dan upaya untuk 
mengatasi harnbatan tersebut dalarn rnengimplementasikan 
huku1nn da11 kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan dan 
penyelundupan barang 
Jawab Hambatan yang ditemui dalam menegakkan hukum dan 
kebijakan yang pertama yang karni ternukan dilapangan, 
hambatan pcrtama yaitu luasnya wilayah karni yaitu dari aceh 
pantai timur dan barat sampai batam ini kemudian kita masuk 
kedaerah Bangka area pantainya yang begitu luas 
Tanya Sampai ke Babel ya ... 
Jawab Sampai Jakarta kemudian Natuna kemudian samai ke pangkalan 
Bun, garis pantai ini sangat luas, kemudian sampai ke pulau-
pulau yang terbuka dimana mereka itu bisa masuk dan keluar 
I I tanpa pengawasan karcna syste1n-sisten1 yang ada disini itu tidak 
semuanya tertutupi. Jadi, kita ini berada didaerah yang terbuka 
kalo kita mungkin berada didacrah yang didepan sini keliatan 
tetapi ketika kita turun .......... , kapal yang kita taruh disini 
semuanya itu tidak mcncukupi garis pantai. Kemudian yang 
kedua bisa kita lihat dari budaya, budaya masyarakat yang di 
dumai dengan masyarakat yang ada di malaka itu sudah terja\in 
turun temurun. Jadi mereka sudah terbiasa melakukan pertukaran 
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scperti rokok dengan baju, dengan kayu dan beras, jadi sudah 
terjadi barter, ke1nudian dacrah 1111 JUga tidak terkontrol 
pengawasannya karena patroli tidak dilaksanakan tcrus 111enerus 
seharusnya didaerah 1111 dipasang . . . . . . systen1 di1nana kapal 
yang keluar masuk itu hisa terpantau dcngan baik, na1nun 
kcndalanya ketika kita minta . . ... disitu terkcndala dengan 
birokrasinya, Indonesia I I tcrkcnal dengan birokras1nya yang 
panJang, termasuk dibata1n dimana ka1ni 111e1nbuat itu 
terkendalan birokrasinya yang panJang. Yang kedua adalah 
budaya tadi yang berada di pesisir sumatera dibagian tin1ur 
ke1nudian Malaysia bagian barat itu sudah terjalin, kita 
mencegah dengan 1ne1nberikan pengertian kepada 1nasyarakat 
pesisir ini tidak se1nua bisa 111engerti karena pendidikan mereka 
tidak bisa mcmasuki tahapan itu, karcna mcrcka 1nungkin 
bicaranya saya butuh 1nakan, yang bisa dilakukan forum diskusi 
grup yang dilakukan kcrjasama kami didacrah-dacah titik-titik 
tertentu itu juga melaksanakan itu forum diskusi grub apa yang 
menjadi 1nasalah masing-1nasing kemudian kita berikan panduan 
hukum kepada mereka yang itu dilaksanakan didaerah-daerah 
tertentu seperti yang dilaksanakan kemaren oleh pak kepala 
melaksanakan informasi tentang hokum dikapal didaersh moro 
kemaren itu sudah dilaksanakan olch pak kepala. !tu tiga ha! yang 
menurut kami menjadi kendala dan hambatan, yang pertama 
luasnya daerah sini ketnudian yang kedua adalah factor budaya, 
yang ketiga pendidikan masyarakat sendiri yang kami nilai masih 
belum, yang lainnya kurangnya kapal, harusn:ya lehih banyak 
lagi yang paling penting seperti yang dilakukan oleh singapura 
kita mempunyat . . . . . .. System tapi terlalu tinnggi kita 
berpikirinya, jadi cakupan satu kapal itu kapal-kapal yang 
beroperasi disini, penyelundupan itu kan cuman dari Malaysia 
dan singapura yang paling besar itu dilaksanakan, kalo kita 
bicara thaliland, Vietna1n itu bunyinya penyelundupan ikan tapi 
kalo disini kenapa mereka melakukan penyelundupan, kami 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
jaraknya dekat tnereka dekat kesini daripada keja\va. kebutuhan 
Tanya j : 
Jawab 
Tanya 
Jawab 
kota besar kita yang ada di su1natera dan di medan 1nungkin tidak 
mencukupi disin1, 1nungking lebih baik pergi kesini daripada 
pergi ke medan saya rasa itu, tapi akhin1ya kita aparat yang ada 
dilapangan sendiripun bingung gin1ana 111akanan yang ada di 
medan bisa sa1npa1 kesini, karena tnereka sudah terbudaya, 
factor-faktor budaya yang 1ncnjadi hambatan kaini dilapangan 
salah satunya. 
---------
Baik pak. n1ungkin untuk po1n hokum dan kebijakan sudah 
tcrJawab. kita n1asuk kcbagian keuangannya pak, berapakah dana 
yang dianggarkan secara khusus dibidang bapak dalan1 upaya 
mclakukan pcncegahan penyelundupan barang, bagaimana 
pendanaan tersebut dan apakah pendanaan tersebut mencukupi ? 
Baik, ka1ni menja\vab yang lokasi kami saja, kami tidak bisa 
1nen1beritahu herapa jumlah yang diberikan, kami melaksanakan 
kegiatan patroli didalamnya ada upaya pencegahan 
pcnyelundupan yang lainnya adalah dari .. Kemudian 
illegal fishing dari banyak sekali tindak pidana dilaut dan 
penyelundupan barang, kalau ditanya jumlahnya kami tidak bisa 
jawab karcna itu berada dijakarta namun pelaksanaan 
dilapangannya ka1ni mengoptimalkan seluruh pcnggunaan seperti 
bahan bakar yang diteri1na kemudian bahan makanan dalam satu 
bulan ka1ni menerirna jumlah makanan, jumlah uang untuk 
makanan untuk kami masak kemudian kami mendapat insentif 
dari kegiatan operasi tersebut yang satu 11arinya saya rasa dana 
yang digunakan dikapal sendiri untuk perbaikan, makan 
kemudian insentif sudah mencukupi 
Baik pak, kemudian kita masuk ke SOM nya pak, berapa banyak 
tugas dibidang bapak yang ditugaskan secara khusus untuk 
menangani pencegahan dan penyelundupan barang? 
Baik tadi kami telah sampaikan, karena fungsi dari bakamla 
sendiri tidak pada fungsi penyelundupan saja, tapi pada fungsi 
yang lebih luas lagi bicara tentang maritime security pada 
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~-~~~----~c----;o;----~--o---~~------. 
kegiatan-kegiatan dilaut tennasuk kesela1natan dan kea1nanan, 
diwilayah yuridiksi perairan Indonesia itu cukup iuas namun 
dalam pclaksanaan opcrasinya secara khusus itu kita n1embcrikan 
atau 1nendeplay atau n1engiri1nkan aset-aset yang dimiliki seperti 
kapal Negara yang berada di daerah ka1ni tapi karena 
cakupannya luas pada saat pelaksanaan operasi kita ada kapa\ 
Negara, yang didala1nnya itu dikhsususkan seperti bca cukai, 
perikanan. tapi scperti bea cukai masalah kepabeanan dan 
perikanan bicara perikanan saja. Tapi kita cakupannya global. 
dan orang-orang dan asset-asct yang digunakan untuk 
1nelaksanakan kcgiatan tersebut itu kita 1ncnggunakan asset 
Negara spse11i kapal Negara, ke1nudian sea reder kemudian 
orang-orang yang mengawaki server syste1n juga orang-orang 
intelejen ju1nlahnya satu kapal Negara itu sckitar 23 orang 
sampai 25 orang kcmudian sea reder itu ada li1na kemudian 
dala1n kapal itu ada enam orang, pengawal yang ada di server 
system itu jumlahnya lima orang itu berada di daerah aceh, 
kemudian ada di natuna, kemudian ada di tanjungbalai karimun, 
kernudian ada di bata1n nongsa, stasittn satelit buminya ada di 
Bangka Belitung satu lagi ada di sambas namanya stasiun 
pemantau keamanan dan keselamatan laut (SPKKL) 
!-=---+-+~~~ --~~-~~--~--~-~~~~~-4 
Tanya Baik itu sudah terja\vab masalah tugas, kemudian keahlian 
Jawab 
mereka itu apa saja pak, apakah keahlian mereka itu sudah 
memadai menurut bapak ? 
Keahlian beberapa dari mereka, tidak semuanya, karena dari 
1nereka itu belum diajarkan semua tapi mereka sudah diberikan 
semua pendidika11 sebelum mengelola kegiatan tersebut, pada 
saat alat itu dipasang petugas yang berada di daerah tersebut atau 
tempat tersebut diadakan latihan penggunaan alat tersebut, 
seperti penggunaan radar, radio kemudian JMDSS, kemudian 
pemantau AIS, itu sudah diberikan pelatihan sebelurnnya 
kemudian mereka JUga ditambahi beberapa dari mereka 
diberangkatkan ke Rusia untuk bisa belajar, dimana 
152 
43722.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
Tanya 
Jawab 
mengoperaasikan alat itu dengan menggunakan satclit, kc1nudian 
1nereka juga beberapa kali dibawa ke Jakarta, untuk meneri1na 
pelajaran tentang gimana caranya baik itu operator secara tekhnis 
ke1nudian ada juga orang yang mampu 1nenganalisa kegiatan 
yang sedang terjadi lalu lintas kapal karena kita inginnya kapal-
kapa\ yang beroperasi diantara su1natera dan Malaysia di selat 
malaka. kemudian di daerah perbatasan s1ngapura, selat 
singapura, keinudian alur laut Indonesia yang ada di laut natuna 
sampat selat sunda. daerah 1111 sangat padat lalu lintasnya 
sehingga kita 1nen1butuhkan orang yang ma1npu dapat 
111e1nonitor juga 111enganaiisa kcgiatan-kegiatan yang berada di 
wilayah ini. 
Baik pak, 1nungkin kita masuk ke bidang terakhir, yaitu 
infrastruktur, infrastn1ktur apasajakah yang n1endukung kinerja 
hidang bapak dala1n upaya pencegahan dan penyelundupan 
barang serta bagaimana kondisi infrastruktur tersebut, apakah 
jumlah infrastruktur tersebut memadai, kemudian infasrtuktur 
apasajakah yang belum tersedia berapa banyak yang dibutuhkan 
serta fungsi infrastruktur tersebut dan apa dampak dari kctidak 
tersedianya infrastruktur tersebut ? mohon penjelasanya pak 
Infrastruktur yang mendukung saya dalam upaya n1e\aksanakan 
pencegahan dan penyelundupan di laut, yang perta1na dalah 
sarana survile system yang bisa memonitor, tidak seperti manusia 
yang mudah lelah, kalau survile system itu inelalui radar 
pemanatau automatic identification system kemudian CCTV atau 
long range camera, kemudian kita juga ada alat CCTV yang bisa 
dilihat malam hari, juga radar-radar yang bisa beroperasi pada 
saat hujan lebat dan kondisi-kondisi alam tertentu, itu alat-alat 
pendukung. Alat-alat uta1nanya penindaknya itu harus ada unsur 
aset-aset di laut itu seperti kapal-kapal patroli, kalau di bakamla 
disebut kapal Negara, kalau di angakatan lau penyebutannya 
kapal republik Indonesia, kemudian kalau di hea cukai namanya 
KP juga diperikanan namanya KP, kalau KPLP penyebutannya 
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KN, itu harus ada kapal-kapal yang 1nampu beroperasi baik di 
pangkalan pera1ran dangkal ken1udian jaraknya 1nenengah 
sampai ZTE, itu ada kapa\-kapal yang n1ampu beroperasi dengan 
kondisi karakteristik tertentu sehingga 1nercka bisa bertahan 
1nisalnya di laut cina selatan dcngan \vaktu yang cukup la1na. 
1nereka harus didukung satu asct yang saat ini kita sebut dengan 
UAV, atau kita bisa buat kapal dengan dron1e yang bcrada di 
udara yang 1nampu beroperasi bergantian dimana kita bisa 
1nelihat real dengan radar yang kita 1niliki JUga n1creka 
terkonckting disatu pusat kcndali 1nforn1asi schingga pada saat 
kapal keluar tnasuk itu bisa tcrn1onitor oleh peralatan tcrscbut, 
apabila dari hasil analisis kapal itu 111encurigakan atau 1nereka i 
punya criteria tersendiri sehingga pada saat ada dugaan tersebut 
dapat langsung kesana untuk 1nelakukan penindakan hukum, 
seperti terjadi di laut cina sclatan sana ada kapal ikan yang 
masuk ke daerah Indonesia ke1nudian di aksi olel1 kapal 
perikanan dari KKP kemudian tiba-tiba ada support dari coast 
guardnya mereka, juga beberapa jmn yang lalu kebelakang ada 
kapal dari Taiwan menyebar jaring d1 daerah inau masuk bagian 
timur aceh mereka mencar1 ikan di situ dan dilaksanakan 
pengusiran atau pengakapan tindakan huku1n lainnya pada saat 
prosedur itu ditembak akhimya 1nereka melarikan diri, itu sangat 
bisa dilakukan dengan cepat apabila kita me1npunyai peralatan 
yang memantau mereka selama 24 ja1n yaitu servant system yang 
terbang, kalau singapura namanya AX atau Aua Really Warning, 
dia selalu berada diudara kemudian ketika dia turun , naik lagi 
jadi dia berada di udara selama 6-8 jam cu1nin 1nereka bisa naik 
secara bergantian, cumin cakupan Indonesia begitu luas berapa 
kapal ~yang harus disiapkan jadi pesawat yang harus bisa mantau. 
Ke1nudian kondisi infrastruktur yang saat 1n1 kita miliki 
disamping tadi kami harus punya kapal, asset laut asset udara 
ka111i juga harus punya landasannya kemudian kita harus punya 
dermaganya , kalau kita bicara dennaga yang ada di batam saat 
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ini dennaga lu1nayan banyak jadi bisa digunakan kapal kapan 
saja nan1un ketika kita bicara penggunaan bahan bakar pada saat 
kapal sandar itukan harus ada dennaga maka kita bicara 
dukungan, perta1na ada dukungan air tawar, ke1nudian dukungan 
bahan bakar, ken1udian dukungan listrik, ke1nudian dukungan 
sarana olahraga n1ereka ken1udian kita n1cny1apkan te1npat 
i tinggal mereka, kendaraan yang 1nereka butuhkan untuk rekreasi, 
' 
dan sarana ibadah 1nereka. Kcbutuhan minyak disana kalau di 
anambas berbcda dcngan di ranai, kalau di ana1nbas itu ada 
kilang yang din1ana bisa tsi terus tapi kalau d1 ranai tidak ada, 
kita harus bisa n1ensupport logistic 1nereka juga peralatan kalau 
seandainya kapal itu rusak , jadi ada suku cadang yang bisa 
dikirim ke mereka karena kalau mereka di sana rusak daerah-
daerah yang bisa melaksanakan perbaikan itu hanya d1 batam, di 
daerah natuna dan anambas itu tidak ada, itu sarana-sarana yang 
bisa tnendukung infrastruktur ko11disinya se1nua masih baik, 
jumlah infrastruktur yang tersebut saat ini di natuna sudah ada 
empat, natuna itu kita bicarakan ada anambas dan ranai, itu 
sudah ada radar, ada dennaga, ada landasan udara, sudah ada 
semua. Ke1nudia tangki minyaknya ada di Ranai, di anambas ada 
cumin tidak bcsar.Fungsi yang belum tersedia, kalai bicara ini 
bagai1nana mendeplay semua unsure~unsur kapal yang ada 
digaris dcpan, saat ini semua daerah yang kosong ini ketika kita 
bicara kalau dari batam, tanjungbalai karimu, tanjungbalai 
karimun ke dumai, tanjung laik ke tanjung asahan, tanjung 
asahan ke belawan, belawan kemudian ke rengkuku, rengkuku ke 
malahyati, malahyati ke nangroe aceh Darussalam itu ada 
beberapa, ada banyak dennaga di wilayah tersebut namun kalau 
kita bicara tanjung balai asahan itu belum mencukupi karena alur 
1nasuknya itu tidak dalam sel1ingga tidak banyak seorang 
komandan pengambil keputusan itu berani masuk ke dalam, 
kalau kita bicara di du1nai itu alurnya cukup luas ja<li berani, ada 
daerah-daerah yang kosong di situ, sebenamya dari dumai kita 
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bisa berangkat ke sana cun1an hanya tidak se1nua, itu terpusat 
bata1n 1111 111enjadi te1npat terpusat dimana ser111gnya terjadi 
tindakan illegal 1111 n1e1nbuat seluruh instansi 1n1 mendeplay 
seluruh asctnya di bata1n, jadi batam ini sudah cukup dermaga, 
cukup bahan hakar, cukup kcgiatan-kegiatan yang 1nendukung 
satuan-satuan opcras1 di lapangan untuk i 1nelaksanakan · 
operasiona\ sebab n1creka bisa berjalan sesua1 \vaktu yang 
ditentukan olch masing-1nasing instansi ke1nudian fungsi 
infrastruktur tersebut n1cnycdiakan sarana prasarana scperti air 
tawar, pendukung bahan bakar, kctnudian sarana olahraga, 
ke1nudian sarana rekrcasi. kcn1udian sarana perbaikan, perbaikan 
' apabila terja<li kerusakan, itu fungsi infrastruktu yang harus ada 
tersebut Kemudian kalau suatu infrastruktur tidak tersedia alat-
alat tersebutjelas akan menggangu rangakain perjalanan kegiatan 
unsure-unsur atau asset-aset yang ada dilapangan, kalau kita 
bicara di singapura 1nereka sudah melakukan 1netode yang belum 
dilakukan di asia, singapura sudah menyiapakan infrastruktur 
yang bisa melakukan kegiatan operasi yang lain dari pada yang 
lain, dia gimana ketika kapal selam amerika rrusak dia bisa 
melaksanakan perbaikan, kita sebenamya kapal selam juga 
satuan-satuan paling depan berdasarkan kegiatan operasi, ada 
opcrasi kesela1natan dan operasi kea1nanan, kalau fungsi kapal 
selamkan fungsi keamanan jadi apabila nanti yang di Surabaya 
ke Jakarta terjadi kerusakan kita disini bicaranya masih belum 
karena strategis, tapi di singapura sudah menyiapkan sampai peta 
di dalmnpun sudah 1nenyiapkan, dan kita sudah n1enge1nbangkan 
infrastruktur yang terbaru yaitu namanya Air Of Fay, suatu 
kendaraan bawah air yang dapat memonitor salah satu kapal, kita 
punya satu infrastrukut yang dapat memonitor kegiatan bawah 
air, sudah dite1npatkan disalah satu kapal di KN Bintang, itu 
sudah berjalan. 
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Dengan POLDA Kepri (Haris) 
Jawab 
Tanya 
Jawab 
Sclamat siang pak haris, atas kese1npatan dan waktunya tclah 
meluangkan waktu pada kami dalam rangka penyusunan tesis 
yang berjudul upaya badan pengelola perbatasan Provinsi 
Kepulauan Riau dala1n mengan1ankan wilayah NKRI studi 
kasusnya yaitu penyelundupan barang, jadi ada bcberapa haal 
yang ingin kan1i tanyakan pertan1a da\a1n bidang huku1n dan 
kebijakan, pertanyaan pertama kami kebijakan apasajakah yang 
telah diin1plen1entasika11 di bidang bapak yang terkait dengan 
pencegahan dan penyelundupan barang ? 
Kalau dibilang dari scgi, karena background saya dari polda, jadi 
kebijakan yang dii1nplementasikan dari bidang polisi 
keseluruhan, karcna sebenamya bidang yang menangani bidang 
Polair dan Krimsus, jadi kalau kebijakan kita mengarah dari 
arahan dari bapak kapolda, sesuai dengan arahan bapak kapolri 
juga bahwa penyelundupan ini menjadi penanganan khusus yang 
pcrlu eksistensinya selalu ada setiap bulan dan setiap harinya 
Baik pak, mungkin masuk ke poin 2, bagaimanakah upaya yang 
dilakukan di bidang bapak untuk mcnjadikan sinergi atas hukum 
dan kebijakan tentang penyelundupan barang di bidang lain dan 
instansi lainnya? 
Oke dengan instansi-instansi lain, kita mincipatakan sinergi yang 
mengarah pada hkum dan kebijakan yang perlu memiliki sati visi 
dan misi yang sama, penyelundupan barang ini menjadi salah 
satu perhatian bapak kapolri, khususnya kalau di bata1n ini bapak 
kapolda untuk melaksanakan pencegahan bahkan 1uga 
melaksanakan tindakan-tindakan prefensif untuk para 
penyelundup barang yang 1nasuk ke wilayah Kepri sini, dan 
instansi lain kita sering berkoordinasi bersama dalam satu bulan 
sekali duduk bersama kita melaksanakan koordinasi dengan 
instansi lain, seperti bea cukai, dcngan angkatan laut, dan 
bakamla, bagaimana kita melakukan teknik dan kerjasama yang 
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baik untuk 1nencegah penyelundupan barang masuk ke \Vilayah 
kepri ini. 
-
Tanya Baik pak aris, apa saja, yang menjadi ha1nbatan dan upaya apa 
untuk mengatasi hambatan tersebut serta bagaimana systein 
evaluasi pelaksana hoktlm dan kebijakan di bidang bapak yang 
berkaitan dengan pencegahan dan penyelundupan barang ini ? 
Jawab Hambatan yang tcrjadi yaitu pada saat pelaksanaan biasanya 
kalau kita sedang berkoordinasi di tingkat instansi itu terjadi 
pada saat pelaksanaan, n1asing-1nasing instansi 1ne1niliki undang-
undang dan peraturan yang berbeda dalan1 penccgahan dan 
penyelu11dupan barang ini, contohnya 1ni sebcnan1ya lebih intens 
kea rah bea cukai, karena bea cukai 1nc1niliki Undang-Undang 
tentang pencegahan dan penyelundupan, tetapi kaini selaku di 
Polri dan di Polda juga, polisi perairan dan polisi krimsus ka1ni 
JUga memiliki Undang-Undang yang bisa 1nelaksanakan 
pencegahan tersebut, sehingga pada saat pelaksanaan dilapangan 
kurang adanya koordinasi dengan instansi terkait, khususnya bea 
cukai dengan instansi-instansi lainnya. 
Tanya Baik pak, itu hambatannya, rnengatasinya rnungkin dengan 
berkoordinasi lebih baik dengan mereka 
Jawab !ya, berkoordinasinya yang lebih penting adalah tidak hanya 
berkoordinasi ditingkat kantor saja tetapi lebih baiknya kita 
berkoordinasi lagi ditingkat lapangan, seperti melakukan patroli 
hers am a dengan instansi terkait terus sama-sama sharing, 
wilayah-wilayah man a yang raw an terhadap penyelundupan 
sehingga kita mengadakan patroli bersa1na dengan jam-jam yang 
sudah kita tentukan disaat jam-jam rawan, biasa penyelundup ini 
memiliki jam-jam khusus, jadi mereka juga n1emiliki intelejen 
khusus, jadi mereke memberi infonnasi siapa saja petugas yang 
mengamankan pada saat itu, jadi kita perlu koordinasi langsung 
di lapangan dengan instansi lainnya. 
~· 
Tanya Untuk evaluasi pelaksanaan hukumnya implernentasi di bidang 
bapak? 
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Tanya 
Untuk evaluasi bah\va sebenarnya ini keterkaitan dari kcbijakan 
kita dari po\da dan polisi, scbcnarnya evaluasinya adalah kita 
perlu adanya suatu huku1n dan kebijakan yang 1ne1nang 
disepakati oleh seluruh instansi terkait karcna penyelundupan 
kepri ini \vi\ayah perairan 96o/o dan hanya 4% \Vilayah daratan. 
1naka instansin yang terpenting adalah instansi yang terkait 
dengan perairan. scpcrti polisi perairan. bea cukai. ada imigrasi. : 
disitu juga ada angkatan laut, sehingga kita pcrlu adanya satu 
hukum Jan kebijakan yang seperti MoU atau kerjasama untuk 
mcnangani penyelundupan ini secara bersama sa1na 
-----~ 
Baik. 1nungkin untuk huku1n dan kebijakan sudah bapak aris 
jelaskan, kc1nuJian 1nungkin saya akan masuk kc point 
keuangan, berapa dana yang dianggarkan sccara khusus dibidang 
bapak dan bagai1nana penggunaan dana tersebut, apakah dana 
tersebut mencukupi inenurut bapak ? 
e---+--+---~----~-------------
Jawab Kal au untuk Jana sccara khusus untuk tahun 2016 ini saja, kita 
dari pihak kepolisian memberikan dana yang cukup meningkat, 
karena paJa saat ini pihak kepolisian mengadakan untuk 
mensupporting BBM polisi pcrairan, jadi bahan bakar kapal-
kapal polisi pera1ran itu meningkat sampai 55%, yang <lulu 
didukung hanya sekitar I 0% - 30% sekarang meningakat sampai 
55% secara total itu tidak bisa saya sebutkan karcna ini dibidang 
anggaran, anggaran Jari pihak polda. Terus, penggunaan dana 
tersebut kita disetiap pencegahan dan penyelundupan itu 
biasanya kita punya program yang diatur dala1n rcngiat harian, 
re11giat mingguan dan renggiat bulanan, renggiat 1ningguan atau 
bulanan ini diatur dengan penggunaan kapal-kapal yang akan 
melaksanakan patroli di wilayah-wilayah yang rawan dengan 
penyelundupan, jadi penggunaan dana tersebut langsung ke 
pihak user atau polisi perairan sebagai gerbang terdepan untuk 
mengatasi pennasalahan penyelundupan ini di wilayah perairan 
kepri, dana tersebut san1pai saat ini kami belu1n bisa bilang 
belurn cukup karena untuk anggaran patroli yang seharusnya itu 
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Tanya 
Jawab 
seperti co11toh kita bandingkan dengan coast guard s1ngapura 
atau coast n1arinc singapura, tnereka n1en1iliki anggaran yang 
cukup untuk BBM itu. anggaranya system dua satu, jadi dua hari 
bckcrja satu hari istirahat. Sedangkan untuk progra1n polair 
sendiri polda kepri sendiri tidak ada progra1n yang harus rutinitas 
disitu mercka 1}.:ialayah ditaruhkan kapal ditaruhkan tctapi 
1nereka tidak melaksanakn patroli sehingga penyelundupan 
masih banyak yang masuk ke wilayah kepri, sehingga dana 
tersebut 1ncnurut saya n1asih kurang cukup untuk 1nengatasi 
penyelundupan Ji \vialayh kepri 
------ ------··----------< 
Baik pak, untuk kcuangan saya rasa jclas, 111ungkin ditangani 
khusus bagian keuangan ya pak, 1nasuk kepada SDM, berapa 
banyak pctugas dibidang bapak yang sccara khusus 1nenangani 
pencegahan dan penyelundupan terus apasaja tugas rnereka, 
ju1nlah 1nereka, apa saja keahlian 1nereka dan apakah keahlian 
1nereka itu sudah memadai pak ? 
: Saya jawaab, satu persatu dulu, untuk petugas yang menangani 
rnasalah penyelundupan disini dari pihak polda itu da dua 
instansi, yang mcmang focus untuk pencegahan dan 
penyelundupan yang pertama adalah polisi perairan dan yang 
keduan adalah polisi kri1nsus, kri1nsus 1n1 dia rnenangan1 
penyelundupan terhadap illegal maining ataupun penyelundupan 
dibidang lainnya, tetapi dua instansi itulah yang 
penyelundupannya paling besar, karena mereka memang khusus 
rnenangan1 pencegahan dan penyelundupan, Karena 
pernyelundupan 1n1 paling banyak rnelalui laut dan melalui 
daratpun sudah ada, dan tugas mereka, mereka melakukan patroli 
rutin, dan patroli rutin itu sudah diatur dalam rencana kegiatan 
yang saya sebutkan tadi, dan jumlahnya kalau menurut saya 
karena jumlahnya contoh batam, batam itu yang terdata sampai 
sekarang hampir ada ratusan pelabuhan tikus dan pelabuhan tikus 
itu adalah ternpat dimana semua penyelundup bisa me1nasuki 
wilayah tersebut tanpa terdeteksi oleh pihak kepolisian dan 
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I apabila kita bandingkan pelabuhan tikus yang ada diwilayah 
batan1 dengan jumlah personil yang melaksanakakan patroli, itu 
tidak mencukupi sekali karena jun1lahnya pasti akan kurang, 
kalau kita rnenjaga satu wilayah dengan wilayah lain itu sangat 
kuraang cukup untuk pcngawasan dan penyelundupan, di bidang 
peneyelundupan ini. Kalau dibilang keahlian kepolisian sendiri 
tidak memiliki SOM yang be11ar-bcnar ahli dalan1 arti kata hanya 
sebagian saJa dala1n 1nclaksanakan patroli dalatn satu hari 
kepolisian hanya dala1n patroli kita mcncmpaatkan 30 personil 
clalain satu hari scdangkan ada ha1nper ratusan pelabuhan tikus 
yang a<la di batam, dan SDMnya 1nasih kurang n1en1aha1ni 
bagaimana tugas pokoknya, tugas mas1ng-mas1ng dalam 
menangani pencagahan dan pcnyelundupan 1n1, dan menurut 
saya keahlian mereka 1nasih kurang memadai. 
>----+--+---~---· -----,--- --·------------------" 
Baik pak, saya sudah dijelaskan, masuk ke potn tcrakhir pak Tanya 
Jawab 
infrastrukur, infrastruktur apa sajakah yang mendukung kinerja 
bidang bapak dalam upaya pencegahan dan penyelundupan 
barang dan bagaimana kondisi infrastruktur tersebut apakah 
kondisi infrastruktur tersebut mcmadai, infrastruktur apa saja 
yang tersedia, berapa banyak yang dibutuhkan apa fungsi 
infrastn1ktur tersebut dan apa dampak dari ketidak tersedianya 
infrastruktur tersebut pak ? 
Jadi kitajawab satu persatu mengenai infrastruktur apa saja yang 
mendukung kinerja, dalam upaya pencegahan dan 
penyelundupan di Kepri ini, infrastruktur yang kita miliki hanya 
infrastruktur yaitu pelabul1an polair, sedang ada dennaga polair 
dan juga didukung dengan kapal-kapal patroli, tctapi kapal-kapal 
patroli yang kita miliki kepolisian itu kapal patroli yang bertipe 
C, jadi untuk kapal patroli itu ada 3 tipe yaitu tipc C, tipe B dan 
tipe A. Dengan wilayah kepri yang 96o/o adalah wilayah perairan 
dan penempatan kapal patroli yang didukung kapal tipe C 
sehingga kondisi optimalisast pcncegahannya masih kurang 
maksimal, dan kondisi infrastruktur terscbut karena dennaga bisa 
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kita adanya perawatan yang 1ncmadai tctapi luas den11aga : 
tersebut tidak bisa n1ena111pung jutnlah kapal-kapal yang kita ' 
tangkap atau sedang dalam proses pengadilan itu kita jadikan 
scbagai barang bukti dan kita taruh, belu1n bisa 1ne1nadai karena 
den11aga cukup kecil, kondisi kapal tersebut 1nasih pcrlu banyak 
maintenance karena kapal tcrsebut bukan dibeli dari Indonesia 
tapi banyak peralatan yang dari luar sehingga pada saat 
maintenance itu dengan kurangnnya SOM 1nen1ahan1i bagannana 
1naintenance perawatan kapaL sehingga kapal tersebut kcrjanya 
1nasih kurang karena ada kapal yang sedang <lop dan pcrsiapan 
perbaikan, dan yang tersedia hanya itu saja dan fungsi dari kapa! 
tersebut masih kurang maksi1nal, kenapa saya bilang kurang 
n1aksimal karena yang saya bilang tadi dengan adanya ratusan 
pelabuhan tikus dcngan luas wilayah 96o/o dan adanya jatn-jam 
rawan yang terjadi diwilayah pera1ran kepri 101 sedangkan 
infrastruktu yang ada itu tidak memadai dan cukup kurang, itu 
saJa. 
Tanya · Oke, tampaknya sudah lcngkap ini pak pertanyaan dari kami, 
terimakasih banyak atas waktu dan kesempatanya, sclamat siang 
pak aris 
Dcngan Bea Cukai (Febra) 
Tanya Sela1nat pa gt pak febra te1imakasaih at as kesctnpatannya, 
waktunya untuk kami wawancarai terkait mengenai thesis kami 
yang berjudul up a ya badan pengola perbatasan prov1ns1 
Kepulauan Riau ,dalam 1nenjaga kedaulatan NKRI. Studi 
kasusnya itu tentang Penyeludupan barang. 
---
Tanya Kebijakan apa saja yang tclah di implementasikan di bidang 
bapak yang terkait dengan pencegahan penyeludupan barang? 
Jawab ok pak,saya scbagai kepala seksi penindakan dan penyidikan 
kantor pengwasan dan pelayanan pihak BeaCukai 
Tanjungpinang, Catalan saya sebagai Kepala Seksi Penindakan 
dan Penyidikan. tugasnya adalah pengawasan barang-barang 
yang masuk dari luar negr1 kedalam daerah indonesia, 
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maksudnya daerah Indonesia adalah daerah se\uruh v.1ilayah 
indonesia baik darat,laut,rnaupun udara. ada di UU no I 0 tentang 
kepatenan . Mengingat kantor pelayanan dan 1nenga\.vasan di 
I kota tanjungpinang 1ne1nbawai \vilayahnya di pulau bintan. pulau 
bintan adalah pulau yang terletak dekat dengan singapur 1naupun 
1nalaisya ,tugas kita disini n1elakukan pengawasan terhadap 
barang-barang yang 1nasuk kc wilayah tanjungpinang, terutan1a 
prakteknya di tanjungpinang 1111 adalah barang-barang yang 
1nasuk dari singapur dan malaisya dengan n1enggunakan kapal 
I kayu dan dari situ kita 111elakukan penga\vasan ,apakah barang-
barang yang 111asuk kc tanjungpinang sesua1 dengan 
dokun1ennya. Baik doku111en kapa\ maupun dokumen lain 
sebagainya. 
<-------1-C--------------------------- ·--
Tanya 
Jawab 
1nasuk ke point ke duanya pak? , .. Bagaimana upaya yang di 
lakukan di bidang bapak untuk menjadikan sinergi atas hukum 
dan kebijakan yang dilakukan penyeludupan barang yang 
berlaku di bidang bapak dcngan di bidang lainnya dan instansi 
lainnya. 
kalau bicara tentang hukum ... ,kita mengacunya kepada, kalau 
bea cukai UU NO 10 tentang kepatenan . kalau hukum di UU 
kita tu ada 2 kategori, atau hukum piadna dan hukum yang 
bcrsifat dengan sanksi ,sanksi ad1ninistrasi atau sanksi denda 
maupun sanksi lainnya. Pertanyaannya adalah hukum yang 
berkaitan tentang penyeludupan barang. itu pengacunya pada 
pasal I 02 , 103 sampai pasal 105 UU kepatenan ,intinya kalau 
pasal 102 ialah barang barang yang berasal dari luar negri masuk 
ke wilayah tanjungpinang (impor) kalau pasal 103 untuk barang 
yang ke luar (ekspor) dari pinang ke negara lain. selama ini saya 
bertembatan dari tahun 2015, ban yak beberapa hal yang kita 
lakukan penegak terkait dengan barang barang yang tidak ada 
dokumnnya atau istilahnya barang penyeludupan. kalau 
penyeludupan disini adalah barang barang yang tidak memenuhi 
ketentuan ada dokumennya yang terkait dengan perhatian. 
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Tanya 
Jawab 
Contohnya es .barang haru dilindung,barang di atas kapal han1s 
sesuai kondisi yang sebenamya. penga\vasan yang dilakukan di 
atas kapal. pada saat kapa\ hersandar ,pe1ia1na kali pihak 
beacukai lakukan adalah pengecekan apakah dokumen kapal 
scsuai atau tidak. kalau 111isalnya tidak ada ketentuan san1a sekali 
sa1na . dan itu pernah kita lakukan dengan kapal pesiar(kapa\ 
pribadi) dari s1ngapur 2 kali kita tangkap. ke1nudian kapal 
prihadi. ketentuan kita apabila tidak 1nelampirkan a tau 
me1npembcritl1uan pada pihak bcacukai baik pada atau 1nanifest. 
kan1a in1 kapal tidak ada keterangan lain. dikenakan sanksi 
ad1ninistrasi ,kc1narin kita kcnakan rksp 5juta dan I() juta 
1nanifest. barang-barang yang sebagian kita tegak sebagian besal 
dari Batam, jadi pcngalaman kita dari tnalaisya 1nenangkap dari 
2013 baik beras,gula, bawang ,hp, rokok,dan lain sebagainya itu 
dari batam. batam 1nasih wilayah indonesia kita koordinasi pada 
pihak beacukai batam, kita selesaikan dengan barang dikuasai 
negara. contoh yang kepolisian , kita selama ini memang belum 
ada penyidikan. Jadi kalau ada pcnyidikan, jika ada penyidikan 
kita akan koordinasi dengan pihak kepolisisan berkaitan dengan 
penyidikan. sanksi lainnya juga kita biasanya itu sama dibantu 
dengan TNI-AL ,POMAL,MARINIR dengan selama 1111 
membantu apabila ada pihak-pihak yang selain tenaga kita, bantu 
kita pennasalahan di lapangan. 
masuk kepoint ke tiga pak? ... Apa saJa rencana kerja yang 
disusun di bidang bapak untuk melakukan pencegaan. mungkin 
bisa sejalan dengan ini pak,point 4 siste1n evaluasi pclaksana 
hukum kegiatan di bidang bapak nanti .. 
jadi yang berkaitan dengan rencana kerja mengingat wilayah 
Tanjungpinang ini berpaspasan dengan singapur dan rnalaisya 
dan sebagian besar terjadi di pera1ran yang luas maka kita 
aktifkan atau kita optirnalkan kapal-kapal patroli beacukai, 
beacukai punya kapal patroli cina 3. ukuran I Om satu dan 14m 
dua. kita melakukan patroli laut yang selarna ini kita lakukan , I 
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bulan n1ini1nal I kali. tahun 2016 ini hampir sama dengan tahun 
2015 totalnya 24 kali. tahun ken1arin ada juga yang kita tangkap 
barang clcktronik yang di ba\va olch po1npong-po1npong yang 
dari batam. 
" 
Tanya itu beacukai scndiri a tau gabungan pak? .... 
-" 
·-·--
Jawab itu beacukai sendiri, karna kita 1nernang ada ju1nlah kita. kit a 
gabungan itu apabila beacukai biasa perlu, jadi kita melakukan 
sendiri <lulu sesuai dengan jumlah dari mentri kcuangan tugas 
pelaksanaan. sepanjang itu kita lakukan olch beacukai kita tidak 
akan 1nelibatkan instansi lain. terkait dengan penga\\1asan 
I barang-barang yang dari luar yang biasa di kuasai adalah NPP, 
I 
jadi selama disini saya ser111g sekali nangkap ,dari mulai 
NARKOTIKA. jenisnya sabu-sabu ada 2,5 kg yang paling bcsar 
dan ada yang 2kg, 370gr , bahakan ada pi! ekstasi pemah 
ketangkap di dompctnya. biasanya kita koordinasi dengan 
kepohsian ,baik polres dan BNN KOTA, Kama kita mengajukan 
pelayanan Rokok JUga dan m1numnan keras ya minimal 
kandungan alkoholnya 5o/o. jika di atas 5% delekati beacukai nah 
itu kita melakukan pengawasan. uniknya di wilayah pulau Bintan 
ini, sebagian minuman harus punya izin dari pihak beacukai 
dulu. temyata masih ban ya yang belum IZ!Il dari bacukai, 
padahal sudah di sosialisasi urutan kitakan apakah mcmang 
penjualannya ada yang gak ngerti sosialisasi da\am waktu satu 
bulan kita chek lagi. kalau tetap masi nakal kita ambil dan 
disuruh untuk ngurus izin-izinnya dan masih lakukan juga, ada di 
ketentuan kita juga dikenakan sanki 20juta .Kita pemah terapkan 
juga terkait dengan rninuman . Rokok juga kita sosialisasi. kita 
biasanya melakukan operasi pasar, jadi kita lihat l sampai 2 
bulan di lakukan operasi pasar. apakah bener sesuai dengan 
ketentuan beacukai. 
Tanya Biasanya yang jadi hambatan itu pak? ... dalam mengimplentasi 
hukum apa saja pak, kemudian apa upayanya? ... 
Jawab hak paten kita tuh, pertama adalah terkait dengan wilayah kerja, 
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pertama \Vilayah bintan itu ada 3 kantor. kantor tanjung uban . 
tanjungpinang ,dan dikijang. dengan ad an ya reorgan1sas1 
beacukai ,3 kantor jadi satu dan di kumpulkan di tanjun,blJ)inang. 
2008 jadi satu semua kemudian pega\vai total 18 orang, 
: tennasuk saya,dan kepala sub seksi 3 orang kc1nudian kita han1s 
menguasa1 seluruh pulau bin tan plus lautannya. dari 1nula1 
perbatasan s1ngapur, antisipasinya kita dengan keterbatasan 
keternagakcrj a ,karna kita disini bcacukai itu 1nenurut saya. 
pulau bintan ini termasuk beacukai paling lengkap. barang dari 
luar masuk barang-barang ekspomya tennasuk ikan Jan karct 
dan testil ada cukainya ,cukaitu n1inu1nan 1niras. antis1pasi kalau 
orang-orang bawa terutama narkotika. sebctulnya ada kantor pos 
juga. solusinya adalah ,kita ada 3 anggota korlap , di lapangan. 
dan di perkccil lagi ada koordinator lapangan (tanjungpinang, 
kijang,dan tanjunguban) 
Ta11ya berarti sudah terjawab juga mengcnai SDMNya berapa banyak 
petugas di bidang- bidang bapak dan apajasa tugas sub seksi ,apa 
keahlian mereka sudah memadai menurut bapak.? .... 
-- -
Jawab terkait itu adakita namai diktat rutin , ada na1nanya di kl at 
pelatihan yang fisik. kondisi ditanjungpinang mt rata-rata 
pegawainya orang tua lulusan SMA, dan ada ta1nbahan IS orang 
SI , namanya peraturan dan perubahan peningkatan keahlian itu 
dengan PDOKP(Pembinaan,keterampilan,dan pengetahuan 
Beacukainya diadakan I bulan disini. selain kita rutin mengawasi 
narkotika kita memiliki ti1n khusus narkotika, pembicaranya dari 
I pusat dalam pelatihan. yang terkait dengan keahlian. jadi kalau 
bilang me1nadai . menurut saya sudah cukup, cu1nan harus ada 
peningkatan terus menerus. 
Tanya trus masalah keuangan , berada dana yang dianggarkan secara 
khusus di bidang bapak,untuk melakukan pencegaan,bagaimana 
penggunaannya, apakah dana itu mencukupi menurut bapak? ... 
-
Jawab dana anggaran pusat dan dari sini mendapatkan dari pusat, kama 
tiap bulan melaporkan juga. masalah jumlahnya kita kurang ethis 
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Juga. tapi cukL1p lah ... ka111a kita juga disiapkan kapa\ trus 
ken<laran patroli dan uang bensinnya itu. 
Tanya itu sudah 1nasuk dibagian infi-astruktur ,apa saJa yang 
mcndukung kinerja bapak . kondisinya dan ju1nlahnya, dan apa 
saja ya11g bclu1n tersedia, fungsinya apa . ke1nudian apa da111pak 
ketidaktersediaan barang tersebut ... 
-
-
--
Jawab dari sisi fasilitas dan prasarana kita sudah cukup. Kapa! patroli 
ada, kendaraan dinas, baik roda 4 maupun roda 2. se!anjutnya 
alat-alat teksi narkotika 111aupun pita cukai ,ken1udian untuk 
1ninyaknya ba1k kendaraan laut maupun darat juga disiapkan. 
kendalanya di ujung . eksre yang la1na. barang bawaaan pakai 
eksre, itu kondis1nya sudah lama tctapi sudah bcberapa di 
perbaiki. kemudian kita 1nau tingkatkan di kapal ka111a 
pendektcsian itu terhadang kapa\-kapal yang tidak ada 
dokumennya tu agak kesulitan. palagi jika modusnya lampu 
dimatika11, jadi agak sulit, kemarin su<lah kami minta itu radar 
canggih. bulan maren radar canggih sudah dikasih dan diteri1na. 
jika la1npunya ditnatikan masih kelihatan. saat IOI yang di 
lakukan pe1nbaharuan ... 
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